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KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang

Maha Esa, karena dengan limpahan rahmat dan karunianya jua, Rencana

Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten

Tanah Laut Tahun 2025 - 2029 dapat diselesaikan dan telah disusun berdasarkan

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.

Dalam Penyusunan RENSTRA SATPOL PP DAN DAMKAR Kabupaten

Tanah Laut Tahun 2025 - 2029 merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan

dan program diselaraskan dengan prioritas pembangunan RPD Tanah Laut

Tahun 2024 - 2026, serta disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Renstra Satpol PP dan Damkar ini bukan merupakan dokumen yang hanya
untuk memenuhi syarat formalitas ketersediaan dokumen namun merupakan
dokumen yang harus benar-benar diacu oleh seluruh komponen di Lingkup Satpol

PP dan Damkar Kabupaten Tanah Laut. Dalam melaksanakan semua kegiatan,

penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan

dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Untuk itu
perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Satpol PP dan Damkar berkewajiban untuk melaksanakan
program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renstra SKPD ini dengan
sebaik-baiknya.

2. Renstra Satpol PP dan Damkar ini merupakan acuan dan pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) SKPD.

Akhir kata, semoga Renstra Tahun 2025 - 2029 yang kami sampaikan ini

dapat memenuhi kriteria sebagai dokumen yang diharapkan oleh pemerintah.
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BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang
Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5
tahun yaitu 2025-2029. RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program
tujuan, sasaran, kebijakan, Program Kepala Daerah terpilih yang memuat arah
_kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum,
Program Perangkat Daerah, Program Lintas Perangkat Daerah, Program
Kewilayahan, rencana kerja dalam rangka regulasi dan pendanaan yang
bersifat indikatif. Dalam Menyusun Rencana Strategis disamping mengacu
pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa:
1) Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada
RPJMD
2) Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan
kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan
Wajib dan/atau Urusan Pemerinatahan Pilihan sesuai dengan tugas dan
fungsi setiap Perangkat Daerah
3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam
perubahan rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan
pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan
dalam rencana strategis Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non
Kemeneterian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.
Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD. Pemerintah Kabupaten
1
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Tanah Laut saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMD) Tahun 2025-2029).

Renstra Perangkat Daerah pada penyusunannya tidak dapat terlepas
dari RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi dan Renja Perangkat Daerah.
Renstra 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat
Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra berfungsi sebagai dokumen
perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta
indikator program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi
pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan yang disusun oleh setiap
Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut. Selain itu
dalam penyusunan Renstra PD harus memperhatikan Renstra K/L dan Renstra
Provinsi untuk menyelaraskan program pembangunan yang menjadi prioritas
pembangunan Nasional. Pelaksanaan Renstra setiap tahunnya akan di
jabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai suatu dokumen
perencanaan tahunan PD yang memuat program dan kegiatan tahunan yang
ada di Renstra PD. Sehingga Renstra Satpol PP dan Damkar merupakan
perangkat daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat sebagaimana menjadi urusan pemerintahan wajib
yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar (SPM)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Lembar No. 56791 pasal 256 a
yat (7) yang menjelaskan tugas, pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran adalah :

1. Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota ;

2. Menyelengarakan ketertiban umum dan ketentraman ;

3. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat, dalam menjaga ketertiban
umum di wilayah Kota maupun Kecamatan ;
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4. Program yang dilaksanakan adalah melaksanakan patroli lingkungan
wilayah kota dan kecamatan yang meliputi hasil daripada gangguan
gangguan yang terjadi di wilayah kota maupun kejadian-kejadian di wilayah
kecamatan yang dilaporkan oleh anggota Satpol PP dan Damkar yang ada
di kecamatan, dalam pelaksanaannya untuk menghimbau atau cegah dini
dalam mengurangi gangguan ketentraman dan ketertiban umum
masyarakat ;

5. Memberikan edukasi dan melaksanakan patroli rutin serta menjaga aset
daerah Rumah Pejabat Negara dan Taman di wilayah Pelaihari guna
mencegah adanya gangguan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat.

Prinsip otonomi daerah sendiri saat ini adalah prinsip pembangunan
seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan
mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah
yang telah ditetapkan. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan
daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta Prakarsa dan
pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Dengan demikian peranan Satpol PP dan Damkar sangat penting
sebagai apparat Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
karena daerah dituntut untuk meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat.

Keberadaan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Laut merupakan
suatu Lembaga yang harus ada dan mandiri serta dibutuhkan dalam tatanan
Pemerintahan Daerah, baik di Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah
Kabupaten/Kota. Dimana kewenangan Satpol PP telah diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
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1.2.

1)

2)
3)
4)
5)

Penetapan

Kebijakan Provinsi dengan merujuk kebijakan Nasional dalam bidang
Penegakan Perda / Peraturan Kepala Daerah, Ketentraman dan Ketertiban
Umum, Kepolisipamongprajaan PPNS dan Perlindungan Masyarakat
Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum skala Provinsi
Pelaksanaan Kepolisipamongprajaan PPNS skala Provinsi

Pelaksanaan Perlindungan Masyarakat skala Provinsi

Koordinasi dengan instansi terkait skala Provinsi

Selain itu dokumen Renstra juga menjadi pedoman dan acuan dalam

mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas

pokok dan fungsi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Laut.

Dasar Hukum Penyusunan

Dasar penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)

Tahun 2025-2029 adalah sebagai sebagai berikut:

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang
4
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Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6987)

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459)

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

7.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1787);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
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10.

11

12

13.

14.

15.

Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan
Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Tanah Laut 2005 - 2025.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 - 2036.
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) berpedoman pada Nomenklatur
beserta indikatornya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang
hasil Verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi,
kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan
Daerah.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan, Rencana

Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 mempunyai hubungan dan konsisten

dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan pasal

5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004. Untuk menjaga keselarasan dan

kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, penyusunan Renstra
Tahun 2025-2029 mengacu pada RPJMD Kalimantan Selatan Tahun 2024-
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2026 dan RPJPD Kalimantan Selatan 2025-2045 serta RPJM Nasional Tahun
2025-2045 yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di Kabupaten
Tanah Laut. Selanjutnya Renstra Tahun 2025-2029 akan menjadi pedoman
bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.

1.3.1. Keterkaitan RENSTRA dengan RPD 2025 - 2029

Penyusunan RENSTRA Tahun 2025-2029 memperhatikan RPD Tanah
Laut Tahun 2024-2026, dalam perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan
dan program diselaraskan dengan prioritas pembangunan RPD Tanah Laut
Tahun 2025-2029, serta disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah.
Yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2025-2045. Dimana Visi Bupati Tanah Laut adalah : “Bersama Membangun
Tanah Laut Simpun, Maju dan Berkelanjutan.” Sedangkan untuk Misi
adalah :
« Membangun SDM yang unggul dan berdaya saing dengan nilai-nilai
agama
e Membangun ekonomi yang inklusif untuk penurunan kemiskinan
dengan infrastruktur yang merata dan lingkungan hidup berkualitas

 Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis

1.4. Maksud dan Tujuan
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 merupakan dokumen
resmi perencanaan untuk 5 (lima) tahun kedepan. Yang menggambarkan visi,
misi, strategis, kebijakan, program dan kegiatan strategis yang akan dicapai
dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dibidang pelayanan kepada
masyarakat yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dokumen

7
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Renstra tahun 2025-2029 ditetapkan dengan maksud :

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam
menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan yang merupakan acuan
penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah serta indikator
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

2. Untuk menentukan sasaran, arah, kebijakan dan program serta kegiatan
prioritas dalam jangka menengah

3. Untuk dasar penilaian kinerja yang mencerminkan penyelenggaran
pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.
Adapun tujuan penyusunan RENSTRA tahun 2025-2029 adalah
sebagai berikut :

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan
permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan
pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan dan sebagai pedoman bagi
seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah
Laut dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah periode 2025-2029;

2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka
pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5
(lima) tahun ke depan;

3. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu
anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun
2025-2029.

4. Menetapkan indikator kinerja sasaran dan tujuan daerah, serta indikator
kinerja Perangkat Daerah sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah
Kabupaten Tanah Laut periode 2025-20289.
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1.5.

Sistematika Penulisan

Bab |

Bab Il

Bab I

Bab IV

Bab V

PENDAHULUAN

Memuat tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan,
Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan serta Sistematika
Penulisan Dokumen Rencana Strategis (Renstra)

GAMBARAN PELAYANAN PD

Memuat tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi,
Sumber Daya Manusia, Kinerja Pelayanan, Tantangan Dan Peluang
Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD

Memuat tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan serta Teknik Menyimpulkan Isu Strategis
Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
Kabupaten Tanah Laut, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi,
Penentuan Isu-Isu Strategis

TUJUAN DAN SASARAN PD

Memuat tentang Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2025-2029 serta Teknik Merumuskan Tujuan dan
Sasaran Perangkat Daerah

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PD

Memuat tentang Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah
terhadap Rencana Strategis Tahun 2025-2029 serta Pentahapan
Rencana Strategis Perangkat Daerah
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Bab VI

Bab VI

Bab VIII

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

Memuat tentang Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta
Pendanaan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Laut selama 5
(lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan indikatifserta Teknik Merumuskan
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Rencana Strategis Perangkat
Daerah

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat tentang Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan
Indikator Kinerja Kunci Satpol PP dan Damkar Tahun 2025-2030

PENUTUP

Memuat tentang Ringkasan Singkat Penyusunan Rencana Strategis
dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman
dalam melaksanakan pembangunan 5 tahun ke depan oleh
Perangkat Daerah

10
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2.1.

BAB Il

GAMBARAN PELAYANAN PD

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut
mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dalam bidang penegakan perundang-undangan daerah
ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kebakaran, dan
tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

(1) Perumusan kebijakan teknis bidang penegakan perundang-undangan
daerah, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan
pemadam kebakaran;

(2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang penegakan perundang-undangan
daerah, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan
pemadam kebakaran;

(3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penegakan perundang-
undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan
masyarakat dan pemadam kebakaran,;

(4) Pelaksanaan administrasi dinas

(5) Pembinaan UPTD dan

(6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya.

11
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Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran, terdiri atas:

(1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
(2) Sekretariat;
1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
(3) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
1. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
2. Seksi Penyidikan dan Penyelidikan.
(4) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
1. Seksi Pengendalian dan Penindakan;
2. Seksi Pengamanan.
(5) Bidang Aparatur dan Perlindungan Masyarakat;
1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
2. Seksi Perlindungan Masyarakat.
(6) Bidang Pemadam Kebakaran;
1. Seksi Kesiapsiagaan;
2. Seksi Kedaruratan.
(7) UPTD;
(8) Kelompok Jabatan Fungsional.

12
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STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN
TANAH LAUT TAHUN 2025

KEPALA SATUAN
Muh. Kusri,SP
NIP. 19690315 199803 1 012

Hj. Dahliani S.Pt, MP
Kelompok Jab Fungsional NIP. 19690415 198903 2 008
[ 1
KASUBBAG KASUBBAG KEUANGAN KASUBBAG UMUM
PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN
Henny Fitrianie, 5. Sos Sus| Yanti S. AP
NIP. 19780905 200801 2 030 NIP. 19741013 199603 2 002 NIP . 19790226 199803 2 003
[ I - |
KEPALA BIDANG PENEGAKAN KEPALA BIDANG KETENTRAMAN KEPALA SIOANG APARATUR DAN A
PERUNDANG — UNDANGAN DAN KETERTIBAN UMUM PERLINDUNGAN MASYARAKAT PEMADAM KEBAKARAN
DAERAH Wanda Arisandi, $.ST.M.T Muhammad Fadli,.STP Pit. Wanda Arisandi, S.5T.M.T
Masaninor, S.Sos NIP 19761206 199803 1 001 NIK.19780806 199612 1 001 NIP 19761206 199803 1 001
NIP. 19710815 200003 1 007
| | ] ]
KEPALA SEKSI PEMBINAAN, KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI
AD“N"ENYU'-U"N:E | | PENGENDALIAN DAN PENINDAKAN Ll PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KESIAPSIAGAAN
ma ru

NIP. 19731118 200604 1 009

Firm ah, S.5TP, MM
NIP. 19741105 199403 1 006

Ricky Wahyu Utama, 5.STP
NIP. 19931225 2017 08 1 004

Solehun, S.Sos
NIP. 19740725 199703 1 003

KEPALA SEKSI
PENYIDIKAN DAN PENYELIDIKAN

Muhammad Septiadi,SH
NIP. 19870901 201502 1 001

KEPALA SEKSI
PENGAMANAN
Pit. Ricky Wahyu Utama , 5.STP
NIP. 19931225 2017 08 1 004

KEPALA SEKSI
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Rusmansyah, S.Sos
NIP. 19691020 199303 1 005

KEPALA SEKSI
KEDARURATAN

Arman,S.ST
NIP. 19730608 2007011 017
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Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 36 Tahun 2017
Tentang Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai:

1. Uraian Tugas Kepala Satuan sebagai berikut:
Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan perumusan
kebijakan teknis bidang penegakan perundang-undangan daerah,
ketentraman dan ketertiban umum, sumber daya aparatur, dan pemadam
kebakaran;

(1) Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan
bidang pembinaan dan penyuluhan, penyidikan dan penyelidikan
penegakan perundang-undangan daerah;

(2) Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan
bidang pengendalian dan penindakan, pengamanan dalam rangka
menciptakan ketentraman dan ketertiban umum;

(3) Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan
bidang pembinaan dan pengawasan aparatur dan perlindungan
masyarakat;

(4) Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan
bidang kesiapsiagaan dan kedaruratan pemadam kebakaran;

(5) Mengoordinasikan, membina dan mengawasi penegakan Peraturan
Daerah, Peraturan dan / atau Keputusan Bupati, pemeliharaan dan
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan aparat
Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) dan
atau/aparatur lainnya;

(6) Mengoordinasikan dan membina Kelompok Jabatan Fungsional;

(7) Mengoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas UPT Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
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(8) Membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan;
(9) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya,
(10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya

2. Uraian tugas Sekretariat sebagai berikut:

(1) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan
penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

(2) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan
penyusunan rencana strategis;

(3) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan
evaluasi dan pelaporan kegiatan,

(4) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan
penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan,

(5) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan
pengelolaan aset;

(6) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan
pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;

(7) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan
pengelolaan administrasi kepegawaian;

(8) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan
pengelolaan organisasi dan tata laksana;

(9) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan
pengelolaan hubungan masyarakat dan protokol;

(10) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan
Sekretariat; dan
(11) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
15
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3. Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan sebagai berikut:

(1) Melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Perencanaan;

(2) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan
program Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

(3) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran Satuan
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

(4) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan
tahunan;

(5) Menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan
anggaran, petunjuk operasional kegiatan, revisi anggaran;

(6) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyampaian data dan statistik
di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

(7) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja, Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan
fungsinya,;

(8) Melaksakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

(9) Melaksanakan  pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan
pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan,

(10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

4. Uraian tugas Sub Bagian Keuangan sebagai berikut:
(1) Melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Keuangan,;
(2) Melaksanakan penyusunan kegiatan rutin;
(3) Melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
(4) Melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara
bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
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(5) Melaksanakan urusan gaji pegawai,
(6) Melaksanakan administrasi keuangan;
(7) Melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen
keuangan;
(8) Melaksanakan penyusunan laporan keuangan, laporan dan laporan sejenis
sesuai dengan tugas dan fungsinya;
(9) Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil
pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
(10) Melaksakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program,
(11) Melaksanakan  pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan
pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Keuangan;
(12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

5. Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut:

(1) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana
kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

(2) Melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan
pegawai;

(3) Melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian
dan pensiun pegawai;

(4) Melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan
evaluasi kinerja pegawai;

(5) Melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;

(6) Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;

(7) Menyiapkan bahan dan mengelola data, dokumen dan informasi
kepegawaian;
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(8) Menyiapkan bahan dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil
Negara (LHKASN);

(9) Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan,

(10) Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;

(11) Melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;

(12) Melaksanakan telahan, penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-
undangan;

(13) Melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKBU) dan
Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);

(14) Melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;

(15) Melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran,
penghapusan dan pemindahan barang;

(16) Melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan
pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

(17) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

Uraian tugas Bidang Penegakan Perundang - Undangan Daerah sebagai

berikut :

(1) Menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang penegakan
perundang — undangan daerah;

(2) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan
kriteria bidang penegakan perundang - undangan daerah dengan
berpedoman pada ketentuan yang berlaku;

(3) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan pelaksanaan pembinaan pembinaan, penyelenggaraan,

pengawasan dan penyuluhan produk hukum daerah;
18

RENSTRA SATPOL PP DAN DAMKAR TAHUN 2025 - 2029



(4) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan penyeledikan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan
perundangundangan daerah;

(5) Menyusun program, mengoordinasikan, mengatur dan mengendalikan
pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten;

(6) Menyusun program, mengoordinasikan, dan memonitoring terhadap
pelaksanaan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah;

(7) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan
perundang — undangan daerah;

(8) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

7. Uraian tugas Seksi Pembinaan dan Penyuluhan sebagai berikut :

(1) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan dan
penuluhan;

(2) Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang
pembinaan dan penyuluhan sesuai dengan ketentuan-ketentuan diatasnya;

(3) Menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan pedomandan petunjuk teknis
pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan dalam rangka
penegakkan peraturan perundang-undangan dan penegakan peraturan produk
hukum;

(4) Menyiapkan bahan dan menyusun bahan koordinasi dengan instansi terkait
dalam rangka pembinaan peraturan perundang-undangan dan penegakan
peraturan produk hukum;

(5) Menyiapkan bahan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran;

(6) Menyiapkan bahan dan melakukan pengawasan pelaksanaan produk hukum

daerah;
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(7) Menyiapkan bahansosialisasi dan melaksanakan penyuluhan masyarakat
tentang ketentuan produk hukum daerah terutama produk hukum yang
memuat ketentuan pemberian sanksi apabila dilanggar;

(8) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberitahuan tentang Pembentukan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

(9) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian pemahaman terhadap tugas
dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

(10)Melaksanakan  pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan
pendokumentasian kegiatan Seksi Pembinaan dan Penyuluhan; dan k.
melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

8. Uraian tugas Seksi Penyidikan dan Penyelidikan sebagai berikut :

(1) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyidikan dan
penyelidikan;

(2) Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang
penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan diatasnya;

(3) Menyiapkan bahan, mengkordinasikan dan melaksanakan penyelidikan dan
penyidikan atas ditemukan atau patut diduga terjadinya pelanggaran atas
ketentuan peraturan daerah, peraturan Bupati dan/atau keputusan Bupati
sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;

(4) Menyiapkan bahan hasil temuan atau patut diduga terjadinya pelanggaran
atas ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau Keputusan
Bupati yang akan diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

(5) Menyiapkan dan menganalisis bahan temuanatau patut diduga terjadinya
tindak pidana kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; mengkaji dan
mengevaluasi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan serta menetapkan
langkah pengembangan lebih lanjut;
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10.

(6) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan
pendokumentasian kegiatan Seksi Penyidikan dan Penyelidikan;
(7) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Uraian tugas Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai berikut :

(1) Menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang ketentraman dan
ketertiban umum;

(2) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan
kriteria bidang penegakan perundang - undangan daerah dengan
berpedoman pada ketentuan yang berlaku;

(3) Menyusun program, membina pengawasan dan pengendalian ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat;

(4) Menyusun program, mengoordinasikan dan mengembangkan kerjasama
teknis dan operasional penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat;

(5) Menyusun program, mengoordinasikan, menganalisa data-data, laporan -
laporan dan peristiwa yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum;

(6) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan pelaksanaan patroli;

(7) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman
dan ketertiban umum,

(8) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Uraian tugas Seksi Pengendalian dan Penindakan sebagai berikut :
(1) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana
kegiatan dan anggaran Seksi Pengendalian dan Penindakan;
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(2) Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis
penyelenggaraan pengendalian dan penindakan;

(3) Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur
dan kriteria bidang pengendalian dan penindakan dengan berpedoman pada
ketentuan yang berlaku;

(4) Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengendalian
dan penindakan,;

(5) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengendalian dan penindakan;

(6) Menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan operasi
dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,

(7) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan, penertiban dan
penindakan Non Yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan
hukum yang menganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

(8) Menyiapkan bahan pembinaan penyuluhan untuk meningkatkan ketaatan dan
kepatuhan masyarakat dalam menajaga ketentraman dan ketertiban umum;

(9) Menyiapkan bahankoordinasi dan kerjasama dengan unsur keamanan dan
ketertiban berupa deteksi dini dan upaya-upaya untuk mencegah timbulnya
gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

(10) Menyiapkan bahan dan melaksanakan teknis operasional pembinaan dan
penyelenggaraan pelayanan perlindungan masyarakat, kesiagaan dan
penyelamatan;

(11) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan
pendokumentasian kegiatan Seksi Pengendalian dan Penindakan;

(12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

11. Uraian tugas Seksi Pengamanan sebagai berikut :

(1) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana

kegiatan dan anggaran Seksi Pengamanan;
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(2) Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis
penyelenggaraan pengamanan,;

(3) Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur
dan kriteria bidang pengamanan dengan berpedoman pada ketentuan yang
berlaku;

(4) Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengamanan;

(5) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengamanan;

(6) Menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi hubungan kerjasama
teknis dan operasional dengan Instansi lain terkait pengamanan dan
pengawalan pejabat dan kegiatan pemerintah serta penegakan hukum lainnya
guna terselenggaranya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

(7) Menyiapkan bahan dan membentuk Tim Patroli;

(8) Menyiapkan bahan dan melaksanakan Patroli;

(9) Menyiapkan bahan dan menangani gangguan sesuai standar;

(10) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan
pendokumentasian kegiatan Seksi Pengamanan;
(11) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

12. Uraian tugas Bidang Aparatur dan Perlindungan Masyarakat sebagai

berikut :

(1) Menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang ketentraman dan
ketertiban umum;

(2) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan
kriteria bidang penegakan perundang - undangan daerah dengan
berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
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(3) Menyusun program, mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan
aparatur, analisis dan penyusunan rencana kebutuhan personil, pendidikan,
pelatihan dasar dan teknis fungsional serta pembinaan kesamaptaan,

(4) Melaksanakan koordinasi dengan instansi — instansi lainnya dalam hal
pembinaan personil/aparatur;

(5) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalam
menjaga dan memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,
perlindungan masyarakat serta menangkal ancaman dan gangguan terhadap
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

(6) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan
dan mengorganisasikan penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang
meliputi pengerahan, pengendalian dan pembinaan potensi dan latihan;

(7) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang aparatur dan
perlindungan masyarakat;

(8) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

13. Uraian tugas Seksi Pembinaan dan Pengawasan sebagai berikut :

(1) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana
kegiatan dan anggaran Seksi Pembinaan dan Pengawasan;

(2) Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis
penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan;

(3) Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur
dan kriteria bidang pembinaan dan pengawasan dengan berpedoman pada
ketentuan yang berlaku;

(4) Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pembinaan dan
pengawasan;
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(5) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan bagi aparatur satuan polisi pamong praja dan pemadam
kebakaran serta perlindungan masyarakat;

(6) Menyiapkan bahan dan merumuskan perencanaan operasional program dan
kegiatan dibidang pelatihan dasar bagi aparatur satuan polisi pamong praja
dan pemadam kebakaran;

(7) Menyusun bahan dan melaksanakan kegiatan pelatihan dasar bagi aparatur
satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran,

(8) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan di bidang pelatihan teknis
fungsional bagi aparatur satuan polisi pamong prajadan pemadam kebakaran;,

(9) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaaan kepada anggota Satuan
Perlindungan Masyarakat;

(10) Menyiapkan bahan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur Penyisik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran;

(11) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan
pendokumentasian kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengawasan; dan
Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

14. Uraian tugas Seksi Perlindungan Masyarakat sebagai berikut :

(1) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana
kegiatan dan anggaran Seksi Perlindungan Masyarakat;

(2) Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis
penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

(3) Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur
dan kriteria bidang perlindungan masyarakat dengan berpedoman pada
ketentuan yang berlaku;
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(4) Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perlindungan
masyarakat;

(5) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan perlindungan masyarakat;

(6) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberdayaan satuan perlindungan
masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat serta keamanan lingkungan;

(7) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan kesiagaan dalam
pencegahan ancaman dan gangguan;

(8) Menyiapkan bahan, melaksanakan penyuluhan dan pembinaan pengarahan,
pendidikan dan pelatihan satuan perlindungan masyarakat,

(9) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan
pendokumentasian kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat;

(10) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya

15. Uraian tugas Bidang Pemadam Kebakaran sebagai berikut:

(1) Menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang pemadam
kebakaran;

(2) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan
dan mengevaluasi pencegahan kebakaran;

(3) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan
dan mengevaluasi penyediaan, pemeliharaan dan pengembangan metode,
prasarana dan sarana kebakaran;

(4) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan
dan mengevaluasi inspeksi peralatan proteksi kebakaran dan investigasi
kejadian kebakaran;

(5) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan
dan mengevaluasi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan
penanggulangan kebakaran;
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(6) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan
dan mengevaluasi pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran
dalam daerah kabupaten;

(7) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan
dan mengevaluasi Pembinaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Masyarakat dan Dunia Usaha dalam pencegahan dan penanggulangan
kebakaran;

(8) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan
dan mengevaluasi pelayanan petugas pemadam kebakaran waktu tanggap
kebakaran dalam daerah kabupaten;

(9) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan
dan mengevaluasi pelayanan kebutuhan dasar korban kebakaran,

(10) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan
dan mengevaluasi pelayanan pertolongan penyelamatan dan evakuasi
korbanjiwa, harta dan benda dalam daerah kabupaten,

(11) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan
dan mengevaluasi penanganan kebakaran bahan berbahaya dan beracun;

(12) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemadam
kebakaran;

(13) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

16. Uraian tugas Seksi Kesiapsiagaan sebagai berikut:
(1) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana
kegiatan dan anggaran Seksi Kesiapsiagaan;
(2) Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis
penyelenggaraan kesiapsiagaan kebakaran;
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(3) Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur
dan kriteria bidang kesiapsiagaan kebakaran dengan berpedoman pada
ketentuan yang berlaku,

(4) Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kesiapsiagaan
kebakaran;

(5) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan kesiapsiagaan kebakaran;

(6) Menyiapkan bahan dan melaksanakan perencanaan sistem proteksi
kebakaran;

(7) Menyiapkan bahan, menganalisis, melaksanakan, memantau dan
mengevaluasi pencegahan dan penyiagaan keandalan bangunan dan
lingkungan terhadap bahaya kebakaran;

(8) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyuluhan dan pelatihan kepada
masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kepedulian
masyarakat dalam mengatasi ancaman bahaya kebakaran;

(9) Menyediakan pelatihan pemadaman kebakaran kepada masyarakat dan dunia
usaha;

(10) Membentuk sukarelawan pemadam kebakaran dalam pencegahan dan
pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten;

(11) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pembentukan satuan pelaksana
pemadam kebakaran dipengelola gedung publik, pabrik/industri;

(12) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kepada Satuan Relawan
Kebakaran (Satlakar);

(13) Menyiapkan bahan dan menyusun sistem ketahanan kebakaran pengelola
bangunan gedung publik, pabrik/industri, perkebunan dan hutan;

(14) Menyusun sistem ketahanan kebakaran lingkungan bagi masyarakat;

(15) Menyusun pedoman peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat dan
dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
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(16) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan rutin pemeriksaan peralatan
proteksi kebakaran;

(17) Menyediakan peralatan proteksi kebakaran diruang publik sesuai standar,

(18) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyuluhan pencegahan dan
pengendalian kebakaran kepada masyarakat;

(19) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan
pendokumentasian kegiatan Seksi Kesiapsiagaan,

(20) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

17. Uraian tugas Seksi Kedaruratan sebagai berikut:

(1) Menyusun rencana kerja Seksi Kedaruratan;

(2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang kedaruratan kebakaran;

(3) Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria
dibidang kedaruratan kebarakaran sesuai dengan ketentuan diatasnya;

(4) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemadaman kebakaran secara tepat,
akurat dan efisien;

(5) Menyusun pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran
dan penyelamatan;

(6) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan sistem, metode dan
peralatan pemadaman kebakaran;

(7) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelamatan jiwa, harta dan benda
penduduk dalam daerah Kabupaten;

(8) Menyiapkan bahan, menganalisis, melaksanakan, memantau dan
mengevaluasi kegiatan penyelamatan kebakaran untuk memperkecil korban
dan kerugian harta benda akibat kebakaran;

(9) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan penanganan kebakaran
bahan berbahaya dan beracun dalam kabupaten;

(10) Menyiapkan bahan dan melaksanakan investigasi kejadian kebakaran,;
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(11) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan
pendokumentasian kegiatan Seksi Kedaruratan;
(12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

2.2. Sumber Daya Manusia

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan-
kegiatan peningkatan terhadap keamanan dan kenyamanan serta
perlindungan masyarakat Satpol PP dan Damkar didukung oleh aparatur
beserta sarana dan prasarana kantor.

1) Sumber Daya Manusia
Susunan Kepegawaian berdasarkan Jabatan dan Tingkat Pendidikan
Satpol PP dan Damkar Tahun 2025 terdiri dari:

Tabel 2.2.1
Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jabatan Tahun 2025

No Jabatan . Jumlah Satuan
1. Kepala Satuan 1 Orang
2. | Sekretaris | 1 Orang
3. Kepala Bidang ; 4 Orang
4. | Kepala Sub Bagian | 3 Orang
5. | Kepala Seksi 8 Orang
6. | Staf Pelaksana . 28 Orang
7. Non PNS 156 Orang

Jumlah | 201 | Orang
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Tabel 2.2.1

Susunan Jabatan berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025 terdiri dari:

TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH
JABATAN
SD |SMP | SMA | D1 | D2 | D3 | S1 | S2 | S3 | (ORANG)
Eselon Il ) . ) i . ) - ) ) 1
Eselon III ) ) ) | ) ) 2 3 )
Eselon IV _ ) N I ; ; 2 _ 3
Kepala Seksi - - . ! - - 8 - -
Staff PNS 2 - 20 - - 1 2 - - 28
Non PNS » * 137 - 5 14 - - 156
Jumiah 2 - 174 - - 6 53 3 - 215
2) Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur Satpol PP dan

Damkar didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.2.2
Daftar Sarana dan Prasarana Tahun 2025
% Jumlah Keadaan —‘
No. Jenis Baran Ket.
g (Volume) Baik Rusak

1. | Tanah Bangunan Kantor 400 M2 1 - Tanah tersebut
merupakan bagian
dari sertifikat Kantor
Bupati

2. | Station Wagon 2 2 - Kendaraan Roda 4

3. | Micro Bus 1 1 - Kendaraan Roda 4

4. | Mini Bus 4 4 - Kendaraan Roda 4

5. | Truck 1 1 " Kendaraan Roda 6

6. | Pick Up 3 3 - Kendaraan Roda 4
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7. | Sepeda Motor 16 15 1 Kendaraan Roda 2
8. | Mobil Pemadam Kebakaran 12 11 1 Kendaraan Roda 6
9. | Caravan 1 1 - Bak Mobil Rakitan
 10. | Portable Water Pump K] 1 - -
11. | Pompa Air 4 3 1 Mesin Pompa Air
12. | Jet Shooter 28 26 2 Pompa Punggung
13. | Selang Air 98 87 11 Selang Pemadam
14. | Pulaski Axe (Kapak Dua Fungsi) 8 8 - Kapak Rescue
15. | Mesin Gerinda Tangan 1 1 i
16. | Mesin Gergaiji 7 7 - Mesin Chain Saw Mini
17. | Mesin Cuci Kendaraan 1 1 -
18. | Termometer Standart 1 1 -
19. | Lemari Besi/Metal ' 2 2 | - -
20. | Lemari Kayu 2 2 -
21. | Rak Besi 8 8 -
22. | Rak Kayu 4 4 -
23. | Filing Cabinet Besi 12 12 -
24. | Brandkas 1 1 -
25. | CCTV - Camera Control 1 - 1
Television System
26. | Papan Visual/Papan Nama 3 3 - Running Text, Neon
Box Papan Nama,
Neon Box Logo
27. | Mesin Laminating 1 - 1
28. | Papan Pengumuman 26 26 - Papan Himbauan/
Larangan
29. | Sirine 14 12 2 Lampu Sirine / Rotary
30. | Meja Kerja Kayu 27 25 2
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31. | Kursi Besi / Metal 2 2
32. | Meja Rapat 12 3
33. | Tempat Tidur Besi 8 7 Velbed
34. | Kasur/ Spring Bed 34 34
35. | Kursi Rapat 4 3
36. | Kursi Biasa 27 20
37. | Sofa 3 1
38. | Meubeleur lainnya 19 19 Lemari Pajang dan
Lemari Loker Anggota
39. | Mesin Pemotong Rumput 2 1
40. | Alat Pembersih Lainnya 1 - Tong Sampah
41. | Lemari Es 2 2
42. | A.C. Split 20 15
43. | Kipas Angin B 4
44. | Treng Air/ Tandon Air 1 1
45. | Rak Piring Alumunium 1 1
| 46. | Televisi 10 6
47. | Sound System 1 1
48. | Megaphone 2 2
49. | Camera Video 2 -
50. | Tangga Aluminium 9 9
51. | Handy Cam 1 -
52. | Alat Pemadam / Portable 12 1 Apar
53. | Alat Pemadam / Portable 1 1 Mesin Pompa
Portable
54. | Pompa Kebakaran / Portable 10 9 Mesin Portable /

Alkon
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55. | Pakaian Panas / Lengkap 31 31 Baju Pemadam
Kebakaran Tahan
Panas

56. | Topeng (Masker) Oxigen 12 11 Masker

57. | Alat Pembantu Kebakaran 3 - Senter Pemadam

58. | Alat Pembantu Kebakaran 5 5 Lampu Sorot Portable

59. | Alat Pemadam Kebakaran 4 4 Konper Pistol
lainnya

60. | Alat Pemadam Kebakaran 6 6 Alat Penangkap Ular
lainnya

61. | Alat Pemadam Kebakaran 7 7 Alat Pemotong Cincin
lainnya

62. | Alat Pemadam Kebakaran 14 14 Nozzle Pistol
lainnya

63. | Alat Pemadam Kebakaran 12 10 Nozzle Stick
lainnya

64. | Alat Pemadam Kebakaran 23 23 Ypice Connection
lainnya

65. | Alat Pemadam Kebakaran 1 1 Breathing Apparatus
lainnya

66. | Alat Pemadam Kebakaran 6 6 Tali Carametel
lainnya

67. | Meja Kerja Pejabat Esselon Il 1 1

68. | Meja Kerja Pejabat Esselon llI 5 5

69. | Kursi Kerja Pejabat Esselon I 1 1

70. | Kursi Kerja Pejabat Esselon Il 5 D

71. | Kursi Kerja Pejabat lainnya 5 5

72. | Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 1 1 Sofa
Eselon Il

73. | Lemari Buku Arsip untuk Arsip 1 1
Dinamis

74. | Peralatan Studio Audio lainnya 1 - Drone
(dst)

75. | Camera Electronic 3 2

76. | Tripod Camera 1 1

77. | Layar Film / Projector 2 1
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78. | Pesawat Telephone 1 1 .
79. | Handy Talky 87 65 22
80. | Alat Komunikasi Telephone 4 2 2 Pesawat Orari Rig
lainnya (dst)
81. | Unit Tranceiver VHF Portable 1 - 1 Pesawat Orari Rig
82. | Alat Komunikasi Radio VHF 3 3 - Antena Mobil
lainnya (dst)
83. | Alat Komunikasi Radio VHF 8 8 - Pesawat Orari Rig
lainnya (dst)
84. | Antene HF/ SW Stationary 1 1 - Antena Orari Damkar
85. | Antene VHF/ FM Stationary 1 1 B Antena Orari Mako
86. | Genset 1 - 1
87. | Boneka 4 “ E Manekin
88. | Uninterupted Power Supply 16 8 8
(UPS)
89. | Pistol 1 1 -
90. | Alat Khusus Keamanan lainnya 17 7 - Alat Penangkap Ular
91. | Tameng 64 64 -
92. | P.C Unit 23 21 2 Komputer
93. | Laptop / Note Book 13 9 4
94. | Printer 30 23  §
95. | Scanner (Peralatan Personal 4 4 -
Komputer)
96. | External / Portable Hardisk 2 2 B
97. | Baju Pengaman lainnya (dst) 28 24 4 Baju Penangan
Lebah/ Tawon,
Wabah dan Binatang
lainnya
98. | Helmet 40 39 1 Alat Pelindung
Kepala/ Helm Anti Api
Lokal
99. | Sepatu Boot 61 61 - Sepatu Boots

Pemadam
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100. | Dongkrak Mobil 8 8 Dongkrak Botol 20
Ton
101. | Toolkit 7 7 Box Perkakas
Mekanik Mobil
102. | Bangunan Gedung Kantor 1 1 Bangunan Kantor
Permanen SATPOLPPDK
103. | Gedung Pos Jaga Permanen 10 10 Posko Damkar
104.| Gedung Garasi / Pool Semi 1 1 Parkir Unit Damkar
Permanen
105. | Bangunan Fasilitas Umum 1 1 Tower Air
lainnya
106. | Bangunan Parkir Terbuka 1 1 Tempat Parkir
Permanen
107. | Taman lainnya 1 1 Taman Kantor
108. | Sumur Artesis 1 1 Sumur Bor
109. | Sumur Resapan 1 1 Instalasi PDAM
110. | Terompet 8 7 Alat Musik Marching
Band
111. | Mellophone 5 5 Alat Musik Marching
Band
112. | Baritone 5 5 Alat Musik Marching
Band
113.| Tuba 2 2 Alat Musik Marching
Band
114. | Belira 8 8 Alat Musik Marching
Band
115. | Bass <+ - Alat Musik Marching
Band
116. | Tenor 4 4 Alat Musik Marching
Band
117. | Tongkat Mayoret 1 1 Alat Musik Marching
Band
118. | Senar 6 6 Alat Musik Marching
Band
119. | Euphonium 2 2 Alat Musik Marching
Band
120. Dongkrak Hidrolik 8 - Dongkrak Botol
121 Tool Kit Set 7 - Mechanic Tool Set
122 10 10 Sarung Tangan

Sarung Tangan Anti Api

pemadam
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123. | Rescue Tripod 7 7 - Tripod Rescue
124. | | emari Besi 18 18 - Lemari Loker 2 pintu
126. | ... . - e ] 9 o Tabung Oksigen +
Tabung Oksigen Regulator
Jumiah 1181 1046 119

2.3. Kinerja Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Bupati Tanah
Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang penegakan
perundang-undangan daerah ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan
masyarakat, kebakaran, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
Fungsi yang dijalankan adalah merumuskan kebijakan teknis, menyiapkan dan
menyusun Peraturan Daerah maka produk dan layanan yang sesuai dengan
Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah sebagai berikut:

1) Produk:
a. Berkurangnya pelanggaran terhadap produk Hukum/Perda yang telah
di Undangkan.
b. Adanya ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat yang
lebih kondusif.

c. Tanggapnya masyarakat terhadap bahaya bencana kebakaran
d. Terciptanya keamanan lingkungan di setiap perdesaan
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2) Layanan:

a. Melakukan Penegakan Peraturan Perundang-undangan serta kegiatan
pembinaan dan penyebarluasan produk hukum Daerah.

b. Melakukan peningkatan pengawasan ketertiban umum di masyarakat

c. Melakukan penanganan serta pencegahan dini terhadap bencana
kebakaran.

d. Melakukan pembinaan terhadap satlinmas

Adapun pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah SKPD dapat dilihat
pada tabel berikut ini:
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Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Target Renstra Realisasi | Proyeksi
Perangkat Daerah Capaian | Capaian
No Uraian Indikator Satuan SP:]’L‘; i?)‘:’;‘lda IKK (%) gﬁ‘a“l‘it:ig
Tahun | Tahun | Tahun | Tahun Tahun
- B - 2024 | 2025 | 2026 2024 2024
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11
1. | Persentase % Pelayanan 100 100 100 100 100
penyelesaian gangguan Ketentraman dan
ketentraman dan Ketertiban
ketertiban umum Umum Kab /
Kota (trantibum)
2. | Tingkat waktu tanggap % Pelayanan 15 15 15 15 menit | 15 menit
respon time 15 menit Penyelamatan menit | menit | menit
dan Evakuasi
Korban
Kebakaran
(Damkar)
3. | Nilai SAKIP Perangkat % 82 83 85 79.10 79.10
Daerah
39
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24
241

2.4.2

Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Tantangan

Setelah memperhatikan uraian tersebut di atas maka dapat disampaikan

beberapa tantangan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Tanah Laut dalam memberikan pelayanan antara lain :

1.

Penjabaran / penempatan anggota Satpol PP di Kecamatan dan Desa
terbatas

2. Adanya gangguan ketentraman dan ketertiban umum

3. Movitasi akan tugas dan fungsi Satpol PP yang masih kurang

Ketaatan dan kepedulian masyakat terhadap Penegakan Perda dan
Perkada masih kurang

Koordinasi dan kerjasama dengan Instansi terkait arus globalisasi dan
otonomi daerah

Semakin mudahnya akses digitalisasi menyebabkan tingginya kejahatan
dan lebih variatif

Peluang

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang menjadi peluang adalah

sebagai berikut:

1.

Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
keberadaan Satpol PP dan Damkar

2. Adanya regulasi Perda dan Perkada SKPD

3. Adanya uraian tugas Satpol PP dan Damkar yang jelas sesuai dengan

SOTK
Adanya peraturan yang perlu dilaksanakan dan ditegaskan sesuai tugas,
fungsi, dan kewenangan yang jelas berdasarkan SOP

5. Adanya personil / Sumber Daya Manusia

6. Tersedianya anggaran dalam rangka penunjang program dan kegiatan

7. Adanya dukungan dari DPRD dan Instansi terkait serta dukungan

masyarakat dalam pelaksanaan tugas
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3.1

BAB Il

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut
mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dalam bidang penegakan peraturan perundang-undangan
daerah ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat,
kebakaran, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Fungsi yang
di jalankan adalah merumuskan kebijakan teknis, menyiapkan dan menyusun
Peraturan Daerah. Dalam pelaksanaan tugas terdapat beberapa hambatan dan
permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi diantaranya :

1. Penegakan Perda/Perkada sering kali terkendala oleh keterbatasan
anggaran. Tanpa dukungan anggaran yang cukup maka akan kesulitan
dalam melaksanakan tugas baik dari segi jumlah personil, fasilitas
operasional maupun sarana dan prasarana pendukung

2. Penegakan Perda / Perkada sering kali terhambat oleh kurangnya
koordinasi antara berbagai Lembaga atau Instansi Pemerintah. Misalnya
Peraturan yang melibatkan lebih dari satu sektor, sering kali tidak tidak
optimal dalam tindak lanjut dengan baik karena kurangnya informasi terkait
data dukung pelanggaran Perda/Perkada tersebut.

3. Masih tinggi angka Pelanggaran Perda/Perkada

4. Kurangnya Sumber daya Aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

5. Sarana dan prasarana yang belum memadai dan mendukung pelaksanaan
kegiatan penanganan Pelanggaran Perda / Perkada tersebut

6. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan akan Perda/Perkada
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Kurangnya edukasi dan kesadaran kepada masyarakat seperti yang
mempekerjakan anak di bawah umur
Banyak taman yang digunakan untuk pesta miras

9. Sering di temui adanya back up dari pihak ketiga yang melegalkan kegiatan

10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Tidak jarang timbul perlawanan dan pihak-pihak yang merasa dirugikan
Masih kurangnya anggota Damkar memiliki keahlian Pemadam |
Ketersediaan tenaga Pemadam Kebakaran yang di rasa masih kurang
Pengisian Pos Sektor dan penunjang peralatan yang masih kurang
Terkendalanya penyediaan sumber air di saat kemarau Panjang
Adanya penyesuaian terhadap regulasi yang sering berubah

Adanya perbedaan dalam menerapkan suatu aturan atau regulasi

Saat evaluasi kadang pejabat ada yang tidak bisa hadir

Secara keseluruhan dilakukan atas kinerja dinas
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Tabel 3.1

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah

Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD

yang Mnejadi Isu KLHS Yang
Kewenangan Permasalahan PD dReIevaSD Giobal Nasiondl Regional Isu Strategis PD
PD engan
1 2 3 4 5 6 7

. Penegakan Perda / | 1. Ketahanan 3. Konferensi 6. Peningkatan 1. Program Pembangunan | 1.Belum terpenuhinya
Perkada sering kali perubahan Kesehatan toleransi - Program tempat parkir yang
terkendala oleh iklim, Masyarakat dibutuhkan untuk pembangunan jalan refresentatif dimana
keterba tasan Kerusakan dan Global yang mencapai raya, jembatan,dan mobilitas  Damkar
anggaran. penurunan bertujuan masyarakat adil sarana transportasi terparkir di lantai

. Penegakan Perda / kualitas untuk mem dan Makmur umum bawah dan aktifitas
Perkada sering kali lingkungan fasilitasi 7. Peningkatan - Penyediaan  akses kegiatan ada di
terhambat oleh kurang hidup, kolaborasi pertahanan intemet di wilayah lantai atas

nya koordinasi antara Keanekaragam dan inovasi keamanan negara pedasaan dan | 2.Belum refresentatif
berbagai Lembaga an hayati profesional dan mendorong terpencil nya tempat / wadah
atau Instansi | 2. KLHS disusun kesehatan kemandirian - Pembangunan dan para PPNS dalam
Pemerintah. Misalnya secara masyarakat bangsa lewat renovasi sekolah meningkatkan
Peraturan yang partisipatif, global swasembada seria fasilitas kinerja

melibatkan lebih dani dengan 4, Forum yang pangan, energi, kesehatan 3.Belum terpenuhinya
satu sektor, sering kali melibatkan bertujuan air, ekonomi 2. Program Ekonomi satu lorong yang
tidak tidak optimal seluruh untuk meng syariah dan - Program  pelatihan menghubungkan
dalam tindak lanjut stakeholder inspirasi ekonomi digital dan bantuan bagi antar Satpol PP dan
dengan baik karena termasuk masyarakat | 8. Pengembangan petani, nelayan dan Damkar dengan
kurangnya informasi masyarakat untuk me infrastruktur  dan UMKM Gedung Sekretariat
terkait data dukung dalam manfaatkan meningkatkan - Program Daerah dalam hal
pelanggaran Perda / pengambilan Kecerdasan lapangan  kerja pengembangan meningkatkan
Perkada tersebut. keputusan Bumi yang Dberkualitas kewilayahan keamanan dan

. Masih tinggi angka 5. Konferensi dan mendorong berdasarkan klister pengawalan Kepala
Pelanggaran Perda / yang bertu kewirausahaan, - Program penga Daerah dan Wakil
Perkada juan untuk serta wasan sumber daya Kepala Daerah

. Kurangnya sumber mendorong mengembangkan kelautan dan | 4. Masih belum
daya aparatur PPNS pertukaran industri kreatif perikanan terserapnya semua

. Sarana dan prasarana informasi anggota Satpol PP
yang belum memadai dan solusi yang menjadi PPPK
dan mendukung kolaboratif Paruh Waktu
pelaksa naan kegiatan terkait eks

penangan plorasi luar

pelanggaran Perda / angkasa

Perkada tersebut
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2-

Potensi Daerah

Isu KLHS Yang

Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD

yang Mnejadi !
Kewenangan Permasalahan PD dRetevaSD Giobal Nasions) Regional Isu Strategis PD
PD engan
1 2 3 4 5 6 7

6. Kurangnya kesadaran 4. Pertemuan 9. Memperkuat - Porgram  pengelolaan {. Belum adanya SDM
masyarakat terhadap yang bertuju pembangunan perikanan tangkap Damkar yang
kepatuhan akan Perda an untuk me sumber daya | - Program  pengelolaan mempunyai
/ Perkada ningkatkan manusia, sains, budidaya sertifikat Inspektur,

7. Kurangnya  edukasi gizi melalui teknologi, 8. Program Lingkungan Navigator,
dan kesadaran seklor kese pendidikan, - Program penghijauan Investigator
kepada  masyarakat hatan dan kesehatan, dan konservasi hutan 6. Belum optimalnya
seperti yang perlindungan prestasi dan | . Program perindungan, pelaksanaan
mempekerjakan anak sosial kesetaraan rehabilitasi, pemulihan inovasi
di bawah umur 5.Forum yang gender dan konservasi |7- Meningkatkan

8. Banyak taman yang bertujuan 10. Melanjutka cadangan sumber daya Kerjasama dengan
digunakan untuk pesta untuk n hiliisasi dan alam dan lingkungan stakeholder terkait
miras menampilka mengembangkan hidup

9. Sering ditemui adanya n inovasi industri berbasis
back up dari pihak teknologi sumber daya
ketiga yang terkini alam untuk
melegalkan kegiatan meningkatkan

10.Tidak jarang timbul nilai tambah
perlawanan dan pihak- e i 1 program
pihak yang merasa di membangun dari
rugikan desa dan dari

11.Masih kurangnya bawah untuk
anggota Damkar yang pertumbuhan
memiliki keahlian ekonomi,
Pemadam | pemerataan dan

12 Ketersediaan tenaga pemberantasan
Pemadam Kebakaran kemiskinan
yang di rasa masih 12. Memperkuat
kurang reformasi  politik

13.Pengisian Pos Sektor dan hukum,
dan Penunjang pemberantasan
Peralatan yang masih korupsi, narkoba
kurang dan judi
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-3-

Potensi Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD
Daerah yang Isu KLHS
Mnejadi Permasalahan PD Yang Relevan Global Nasional Regional Isu Strategis PD
Kewenangan dengan PD
PD
1 2 3 4 5 6 7

14.Terkendalanya penyedia 8. Program memperkuat
an sumber air di saat penyelarasan
kemarau Panjang kehidupan yang

15.Adanya penyesuaian harmonis dengan
terhadap regulasi yang lingkungan, alam
sering berubah dan budaya, serta

16.Adanya perbedaan peningkatan
dalam menerapkan suatu toleransi yang akan
aturan atau regulasi didanai anggaran

17.Saat evaluasi terkadang bidang pendidikan
pejabat tidak bisa hadir

18.Secara keseluruhan
dilakukan atas kinerja
dinas
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3.2

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Tanah Laut

Dalam pasa 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah
Kabupaten merupakan urusan dalam skala prioritas.

Dalam pasal 255 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan
bahwa Satuan Polisi Pamong Praja bertugas menegakkan Perda dan Perkada
(Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah), menyelenggarakan
ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan
masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut mempunyai
tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
dalam bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah terkait
ketentraman dan ketentraman umum, perlindungan masyarakat, kebakaran,
dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas-tugas kepamong prajaan di bidang
Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penegakan Perda serta
memaksimalkan kinerja dengan baik dan optimal sebagai pendukung daripada
visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pelaksanaan
pembangunan baik membangun jangka pendek, jangka menengah dan jangka
Panjang dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahunan. Serta
mempertimbangkan potensi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada
di Kabupaten Tanah Laut, maka visi yang hendak dicapai dalam periode tahun
2025-2029 adalah:

“Bersama Membangun Tanah Laut Simpun, Maju dan
Berkelanjutan.”
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3.3

Sedangkan misi adalah rumusan upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan visi pembangunannya ada 3 (tiga) misi adalah:

e Membangun SDM yang unggul dan berdaya saing dengan nilai-nilai agama

¢ Membangun ekonomi yang inklusif untuk penurunan kemiskinan dengan
infrastruktur yang merata dan lingkungan hidup berkualitas

e Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis

Berdasarkan misi di atas keterkaitan dengan Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran dalam rangka memberikan pelayanan kepada
masyarakat terkait peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta
Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah adalah pada poin 3 yaitu
Memantapkan tata Kelola pemerintahan yang inovatif dan dinamis.

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selali
memuat visi, misi Kepala Daerah 2025-2029 juga berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 serta arah
pembangunannya.

Dalam penyusunan Renstra 2025-2029 Satpol PP Kabupaten Tanah
Laut harus mengacu pada Renstra 2024-2026 sebelumnya karena pada bagian
ini akan di jabarkan keterkaitan antar dokumen baik Penyusunan Renstra
RPJMD maupun Renja RKPD. Renstra disusun berdasarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Nomor
59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
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3.4

Selanjutnya terkait tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan Damkar
Kabupaten Tanah Laut adalah berada dalam wilayah koordinasi Kementerian
Dalam Negeri dimana salah satu acuan penyusunan Renstra 2025-2029
berkaitan dengan SPM yaitu Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
(Trantibum) serta Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
(Damkar).

Dari Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri yaitu meningkatnya
kualitas penyelenggaraan Trantibumlinmas dimana keterkaitan dengan
Sasaran Strategis Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Laut adalah
meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dengan indikator persentase
penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis di bidang
ketentraman dan ketertiban umum sangat dipengaruhi oleh konteks
perencanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum pada skala
nasional (pemerintah pusat).

Ketentraman dan Keamanan sesungguhnya menjadi suatu isu strategis
pembangunan nasional, sebagaimana ketentraman, keamanan dan ketertiban
di Kabupaten Tanah Laut juga menjadi isu dan permasalahan strategis daerah.

Pengembangan keamanan dan ketentraman umum bagi masyarakat di
tujukan demi tercapainya masyarakat yang aman dan kondusif di atas dinamika
sosial ekonomi, hukum dan politik yang demokratis dan transparan, sehingga
kebebasan beraktifitas bagi masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

Sementara dari sisi perlindungan masyarakat, arah kebijakan
pembangunan nasional menempatkan aspek perlindungan hak azasi manusia
menjadi bagian yang integral dalam pembangunan itu sendiri baik yang
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menyangkut sektor-sektor ekonomi, sosial, hukum dan politk serta
perlindungan masyarakat juga dikonsentrasikan pada penjaminan hak-hak dan
kebebasan berkehendak dalam demokratisasi yang transparan serta penjamin
kesetaraan di mata hukum.

Sehingga terkait dengan Renstra Satpol PP dan Damkar Kabupaten
Tanah Laut dapat disimpulkan bahwa pembangunan dibidang ketentraman,
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat jelas bagian yang tidak
terpisahkan dari konsep pembangunan di segala bidang yang dilaksanakan
baik oleh pemerintah pusat maupun daerah bersama-sama masyarakat pada
umumnya secara partisipatif.

Dalam upaya memperluas dan meningkatkan pelayanan publik di bidang
ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan juga
pelayanan dan evakuasi pemadaman kebakaran maka perlu ditentukan isu-isu
strategis yang menonjol yaitu sebagai berikut:

1) Belum terpenuhinya tempat parkir yang refresentatif dimana mobilitas
Damkar terparkir di lantai bawah dan aktifitas kegiatan ada di lantai atas

2) Belum refresentatif nya tempat / wadah para PPNS dalam meningkatkan
kinerja

3) Belum terpenuhinya satu lorong yang menghubungkan antar Satpol PP dan
Damkar dengan Gedung Sekretariat Daerah dalam hal meningkatkan
keamanan dan pengawalan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

4) Masih belum terserapnya semua anggota Satpol PP yang menjadi PPPK
Paruh Waktu

5) Belum adanya SDM Damkar yang mempunyai sertifikat Inspektur,
Navigator, Investigator

6) Belum optimalnya pelaksanaan inovasi

7) Meningkatkan Kerjasama dengan stakeholder terkait
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4.1

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN PD

Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang
menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan
jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan
kinerja perangkat daerah selama 5 tahun.

Tujuan merupakan gambaran suatu kondisi yang akan di capai pada
akhir suatu periode, dan sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang
menggambarkan kondisi maupun hasil pembangunan yang lebih spesifik dan
sangat berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan dan
sasaran dievaluasi dengan menggunakan seperangkat indikator yang relevan.
Indikator tersebut ditetapkan dengan maksud agar proses pelaksanaan
program prioritas dapat berlangsung secara focus, efektif, dan efisien.
Perumusan tujuan dan sasaran serta indikatornya adalah tahapan strategis
yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan rencana strategis pembangunan
secara keseluruhan yang mengacu kepada visi dan misi kepala daerah terpilih
dengan masa jabatan 2025-2029.

Adapun Tujuan Rencana Strategis Satpol PP dan Damkar Kabupaten
Tanah Laut Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut Aman
Dengan Indikator Persentase Penurunan Tingkat Gangguan Ketentraman
dan Ketertiban Umum

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dengan Indikator Nilai SAKIP Kabupaten
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Sedangkan Sasaran dalam rangka mencapai Tujuan Renstra Tahun
2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Penegakan Perda / Perkada, Ketentraman, Ketertiban Umum

dan Perlindungan Masyarakat

Dengan Indikator (1) Persentase Penurunan Pelanggaran Perda / Perkada

(2) Persentase Penurunan Pelanggaran K3

2. Meningkatnya Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan

Evakuasi

Dengan Indikator Tingkat Waktu Tanggap Respon Time 15 Menit

3. Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Perangkat Daerah yang Akuntabel
Dengan Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Laut

Realisasi Kinerja

1{_13]:::10; Tujuan/ Sasaran PD Target Kinerja Tu;uanj’ _Sa_garar\_ F"facl_a Tafjun _Ke-_
No Tujuan Sasaran Sajsaran Realisasi | Proyeksi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
2024 2025 i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12
1. | Terwujudnya Persentase 100% 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Kabupaten Penurunan
Tanah Laut Tingkat
Aman Gangguan ,
Ketentraman .
dan
ketertiban
Umum
Meningkatnya | Persentase 100% 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Penegakan Penurunan
Perda/Perkada, | Pelanggaran
Ketentraman, Perda/
Ketertiban Perkada
Umum dan
Perlindungan
Masyarakat
Persentase 100% 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Penurunan
Pelanggaran
K3
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Indikator

Realisasi Kinerja

Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada

RENSTRA SATPOL PP DAN DAMKAR TAHUN 2025 - 2029

No Tuwan Sasaran ;:t:_:; Tujuan/ Sasaran PD Tahun Ke-
Realisasi | Proyeksi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11
Meningkatnya | Tingkat 15 menit 15 15 15 15 15 15 15
Pelayanan Waktu menit menit | menit | menit | menit | menit | menit
Pemadaman | Tanggap
Kebakaran Respon
dan Time15
Penyelamatan | Menit
Evakuasi
2. | Meningkatnya Nilai SAKIP 83 83 85 87 90 90 92
akuntabilitas Kabupaten
kinerja
Instansi
Pemerintah
Meningkatnya | Nilai SAKIP 83 83 85 87 90 90 92
kinerja  tata | Perangkat
Kelola Daerah
perangkat
daerah yang
akuntabel
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Tabel 4.1

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN
SASARAN
RPJMD TUJUAN SASARAN INDIKATOR KET
YANG
RELEVAN
1 2 3 4 5
Meningkatnya | Terwujudnya Persentase Penurunan Tingkat -
tata Kelola | Kabupaten Tanah Gangguan  Ketentraman  dan
pemerintahan | Laut Aman Ketertiban Umum
yang
berorientasi
pada layanan
Meningkatnya Penegakan Perda / | e« Persentase penurunan -
Perkada, Ketentraman, Ketertiban Pelanggaran Perda / Perkada
Umum dan Perlindungan | « Persentase penurunan
Masyarakat Pelanggaran K3
Meningkatnya pelayanan | Tingkat waktu tanggap respon -
pemadaman kebakaran dan | time 15 menit
penyelamatan evakuasi
Meningkatnya Nilai SAKIP Kabupaten
akuntabilitas
kinerja Instansi
Pemerintah

Meningkatnya Kinerja Tata Kelola
Perangkat Daerah yang Akuntabel

Nilai SAKIP Perangkat Daerah

RENSTRA SATPOL PP DAN DAMKAR TAHUN 2025 - 2029
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PD

Strategi dan arah kebijakan dilakukan guna mewujudkan tujuan dan sasaran
yang telah dirumuskan, maka diperlukan rumusan strategi dan arah kebijakan
pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Rumusan strategi
berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai
yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu
perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap
perumusan masalah. Oleh karena itu strategi diturunkan dalam sejumlah arah
kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk
menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah
yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan
merupakan penjabaran dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada
prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dimana merupakan
pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan
dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga
menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholder
layanan.

Adapun sasaran yang ditargetkan untuk dapat dicapai adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kelembagaan dalam rangka peningkatan peran sebagai
penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan
Perda/Perkada yang tertuang dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114
Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten
Tanah Laut mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dalam bidang penegakan perundang-undangan daerah
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ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kebakaran, dan
tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
Pengembangan kapasitas dan peningkatan kualitas SDM guna mengisi jabatan
Administrator, jabatan pengawas yang memiliki kemampuan manejerial, dan
jabatan Fungsional sesuai kebutuhan yang memiliki keterampilan dan keahlian
dibidang tugasnya seperti PPNS, Intelijen, Komunikasi dan Negosiasi,
Penanggulangan huru hara, dan kerusuhan massa bela diri dan menyuluh hukum
dan penertiban / penindakan pelanggaran hukum daerah sehingga secara
bertahap jumlah personil akan terpenuhi.
Mewujudkan Masyarakat dan Aparatur serta Badan Hukum yang patuh dan taat
pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tidak melanggar Perda /
Perkada dan berbagai bentuk Kebijakan Pemerintah Daerah, tidak melanggar
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta mampu menjunjung tinggi
supremasi hukum. Untuk itu di perlukan kegiataan-kegiataan yang mulai dari
penyuluhan dan sosialisasi, pengawasan/pemantauan dan penegakan hukum
dan Peraturan Perundang-undangan secara tepat guna dan tepat sasaran.
Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi terkait guna mencapai
tujuan yang telah di tentukan.

Dari sasaran selanjutnya diperoleh beberapa solusi berupa pilihan strategis

arah kebijakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan yakni:

1

Meningkatkan koordinasi sinergisitas ketentraman dan ketertiban umum lintas
sektor kecamatan

Mengoptimalkan pengamanan dan patroli ketertiban umum, pengamanan pejabat
negara dan VIP

Meningkatkan sarana dan prasarana alat pemadam kebakaran untuk mengurangi
dampak dari bahaya kebakaran

Meningkatkan aparatur perlindungan masyarakat yang tanggap bencana
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Meningkatkan kesadaran / kepatuhan masyarakat untuk tidak melanggar

sehingga menurunya tindak pelanggaran
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6. Meningkatkan SDM aparatur

bersertifikat.

dengan jabatan fungsional

PPNS yang

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran tresebut diatas dapat dituangkan

melalui Tahapan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai

berikut:
Tabel 5.1
Pentahapan Rencana Strategis PD
TAHAP | TAHAP I TAHAP Il TAHAP IV TAHAP V
(2026) (2027) (2028) (2029) (2030)
Penguatan Percepatan Peningkatan Pencapaian Evaluasi
Tujuan

Penjelasan:
1. Penguatan terhadap Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum

(TRANTIBUM) melalui penyediaan tempat pengaduan laporan masyarakat secara
online maupun offline, membentuk tim yang responsif, cepat tanggap dan akurat
(TIM TREN). Sedangkan untuk Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban
Kabakaran (DAMKAR) disikapi dengan pelaporan online maupun offline, dan
respon time kebakaran dan evakuasi penyelamatan serta monitoring hasil evaluasi
Percepatan pelaksanaan kegiatan agar tujuan SPM dan capaian kinerja Satpol PP
dan Damkar tercapai

Peningkatan kapasitas aparatur dengan mengikutsertakan Pendidikan dan
Pelatihan baik Anggota Satpol PP dan Damkar maupun Anggota Satlinmas
Pencapaian tujuan yaitu terwujudnya Kabupaten Tanah Laut aman sesuai dengan
RPJMD, serta terciptanya ketentraman dan ketertiban umum

Evaluasi dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh
program dan kegiatan terkait ketentraman dan ketertiban umum serta
menindaklanjuti dan memitigasi risiko yang terjadi.
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BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dirumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi SKPD.
Sedangkan Kegiatan adalah bagian dari Program yang memuat sekumpulan
tindakan pengerahan semua sumberdaya sebagai masukan (input), untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk SDM, barang jasa atau modal.
Rencana program selama 5 tahun Renstra PD 2025-2029, untuk mencapai tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan dalam matriks yang berisi tujuan, sasaran,
indikator sasaran, indikator kinerja yang meliputi indikator kinerja program dan
kegiatan, kondisi awal dan kondisi akhir.

Program yang direncanakan pada dasarnya untuk melaksanakan program
prioritas RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029. Namun untuk
keberhasilan pelaksanaan program prioritas, diperlukan program yang dapat
mendukung dan menunjang kelancaran pelaksanaannya. Selanjutnya program -
program tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kegiatan. Pemilihan
kegiatan untuk masing-masing program didasarkan pada strategi dan kebijakan
jangka menengah Tahun 2025-2029. Kemudian Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan, dinyatakan dalam prosentase dan dalam satuan Rupiah.
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil sesuai dengan yang direncanakan.

Kerangka pendanaan merupakan kapasitas kemampuan riil keuangan
daerah yang dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan daerah tahun
2025-2029. Kapasitas kemampuan riil adalah total penerimaan daerah setelah
dikurangkan dengan belanja dan pengeluaran yang wajib dan mengikat. selanjutnya
kapasitas dan kemampuan riil keuangan daerah tersebut digunakan untuk membiayai
program per urusan penyelenggaraan pemerintah yang menjadi tanggung jawab
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perangkat daerah Oleh karena itu maka pada bab ini disajikan pula target indikator
kinerja pada awal dan akhir periode perencanaan.

Secara lebih terperinci rencana program, kegiatan dan pendanaan SKPD
meliputi indikator kinerja program dan kegiatan, kondisi awal, kondisi akhir dan target
pendanaan indikatif disajikan dalam tabel berikut:
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Tabel 6.1
Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN
SASARAN PROGRAM /
RPJMD YANG TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN / SUB KET
RELEVAN KEGIATAN
Meningkatnya Terwujudnya Meningkatnya Meningkatnya Persentase 1. Persentase Program
tata Kelola | Kabupaten penegakan penegakan penanganan atas penurunan | Penunjang Urusan
pemerintahan Tanah  Laut | perda atau | perda atau | pelanggaran pelanggaran | Pemerintah Daerah
yang Aman perkada, perkada perda/ perkada Perda atau | Kabupaten /Kota
berorientasi ketentraman yang ditangani Perkada i
pada layanan dan ketertiban secara tuntas | 2. Persentase
umum dan sesuai SOP gangguan K3
perlindungan yang ‘
masyarakat tertangani
Meningkatnya Meningkatnya Persentase Tingkat waktu
pelayanan kualitas sumber daya | tanggap respon
pemadaman sumber daya | manusia yang | time 15 menit
kebakaran dan | aparatur dan | bersetifikat
penyelamatan linmas
evakuasi
Meningkatnya | Meningkatnya Meningkatnya Persentase Nilai SAKIP |
Akuntabilitas kinerja tata | penanganan Sumber daya | Perangkat Daerah
Kinerja Kelola potensi aparatur
Instansi perangkat gangguan satlinmas yang
Pemerintah daerah  yang | ketentraman, memiliki
akuntabel ketertiban sertifikat
umum pengembangan
satlinmas
Persentase

gangguan K3
yang tertangani
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NSPK DAN
SASARAN PROGRAM /
RPJMD TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN / SUB KET
YANG I KEGIATAN
RELEVAN
Meningkatnya Cakupan wilayah Perencanaan,
kesiapsiagaan yang tertangani Penganggaran, dan
terhadap dengan  waktu Evaluasi Kinerja
kejadian tanggap 15 Perangkat Daerah
kebakaran menit
permukiman
Meningkatnya Nilai komponen Penyusunan
kualitas perencanaan Dokumen
perencanaan Perencanaan
Perangkat Daerah
Meningkatnya Nilai komponen Evaluasi Kinerja
kualitas pengukuran Perangkat Daerah
pengukuran
Meningkatnya Nilai komponen Administrasi
. kualitas pelaporan Keuangan
j pelaporan Perangkat Daerah
Meningkatnya Nilai komponen Penyediaan gaji dan
kualitas evaluasi internal Tunjangan ASN
evaluasi
internal
Meningkatnya Hasil survei Pelaksanaan
kualitas pelayanan Penatausahaan dan
layanan kesekretariatan Pengujian / Verifikasi
penunjang Keuangan SKPD
kinerja
perangkat
daerah
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NSPK DAN

RPJMD TUJUAN SASARAN OUTCOME
YANG
RELEVAN

OUTPUT

INDIKATOR

PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

KET

Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

Pengadaan pakaian
dinas beserta atribut
kelengkapannya

Pengadaan  pakaian
hari-hari tertentu

Pendidikan dan pelati
han Pegawai berdasar
kan tugas dan fungsi

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik / Pene
rangan bangunan kan
tor

Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan kan
tor
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NSPK DAN
SASARAN
RPJMD
YANG
RELEVAN

TUJUAN

SASARAN

OUTCOME

OUTPUT

INDIKATOR

PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

KET

Penyediaan barang cetak
dan penggan daan

Penyediaan bahan baca
an dan peraturan perun
dang-undangan

Penyediaan bahan / mate
rial

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsul
tasi SKPD

Penyediaan Jasa Penun
jang Urusan Pemerin
tahan Daerah

Penyediaan Jasa Komuni
kasi, Sumber Daya Air
dan Listrik

Penyediaan Jasa Perala
tan dan Perlengkapan
Kantor

Penyediaan Jasa Pelaya
nan Umum Kantor

Pengadaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Dae
rah
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NSPK DAN
SASARAN
RPJMD
YANG
RELEVAN

TUJUAN

SASARAN

OUTCOME

OUTPUT

INDIKATOR

PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

KET

Pengadaan  kendaraan
dinas  operasional [/
lapangan

Pengadaan Mebel

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Dae
rah

Penyediaan Jasa Pemeli
haraan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeli
haraan, Biaya Pemeliha
raan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasi
onal atau lapangan

Pemeliharaan peralatan
dan mesin lainnya

Pemeliharaan / Rehabi
litasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya
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NSPK DAN

SASARAN
RPJMD TUJUAN SASARAN OUTCOME
YANG

RELEVAN

OUTPUT

INDIKATOR

PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

KET

Program Peningkatan
Ketentraman dan Keter
tiban Umum

Penanganan Ganggu
an Ketentraman dan
Ketertiban Umum
dalam 1 daerah Kab/
Kota

Penindakan atas Gang
guan Ketentraman dan
Keter tiban Umum berda
sarkan Perda dan
Perkada melalui Pener
tiban dan Penanganan
unjuk rasa dan keru
suhan massa

Koordinasi  penyeleng
garaan ketentraman dan
ketertiban umum serta
perindungan masyara
kat tingkat kabupaten /
kota

Pemberdayaan Perlindu
ngan masyarakat dalam
rangka ketentraman dan
ketertiban umum
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NSPK DAN
SASARAN
RPJMD
YANG
RELEVAN

TUJUAN

SASARAN

OUTCOME

OUTPUT

INDIKATOR

PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

KET

Peningkatan  kapasitas
SDM Satpol PP dan
Satlinmas termasuk
dalam pelaksanaan tugas
yang bernuansa hak
azasi manusia

Penegakan Peraturan
Daerah Kabupaten |/
Kota dan Peraturan
Bupati / Walikota

Peningkatan  kapasitas
SDM Satpol PP dan
Satlinmas termasuk
dalam pelaksanaan tugas
yang bernuansa hak
azasi manusia

Pengawasan atas
kepatuhan terhadap
pelaksanaan  peraturan
daerah dan peraturan
Bupati/Walikota

Penanganan atas
pelanggaran  peraturan
daerah dan peraturan
Bupati/Walikota
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NSPK DAN

SASARAN PROGRAM /

RPJMD TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN / SUB KET

YANG KEGIATAN

RELEVAN
Sosialisasi  penegakan
Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati /
Walikota
Pembinaan Penyidik
Peg awai Negeri Sipil
(PPNS) Kabupaten/Kota
Pengembangan
Kapasitas dan Karier
PPNS
Program Pencegahan,
Penanggulangan,
Penyelamatan
Kebakaran dan
Penyelamatan Non
Kebakaran
Pencegahan,
Pengendalian,
Pemadaman,
Penyelamatan, dan
penanganan bahan
berbahaya dan beracun
kebakaran dalam
daerah Kab/Kota
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NSPK DAN

SASARAN
RPJMD TUJUAN SASARAN OUTCOME
YANG

RELEVAN

OUTPUT

INDIKATOR

PROGRAM/
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

KET

Pengadaan sarana dan
prasarana pencegahan,
penanggulangan
kebakaran dan  alat
pelindung diri

Pencegahan kebakaran
dalam daerah Kab / Kota

Pemadaman dan
Pengendalian Kebakaran
dalam daerah Kab/Kota
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TABEL 6.2
RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN

[ BIDANG

URUSAN/PRO

GRAM/KEGIAT
AN

/SUBKEGIATA
N

INDIKATOR

BASEL
INE
TAHU
N 2024

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

KET

2026

2027

2028

2029

2030

TARG
ET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGE

PAGU

TARGET PAGU

M

)

(©)

(4)

®)

(6)

®)

®)

)

(10)

(5)

(12) (5)

(14)

Urusan
Pemerintahan
Wajib Yang
Berkaitan
Dengan
Pelayanan
Dasar

43.503.800
.000

40.644.5
000

65.751.250
.000

66.358.000.0
00

69.940.1
50.000

Urusan
Pemerintahan
Bidang
Ketentraman
Dan
Ketertiban
Umum Sserta
Perlindungan
Masyarakat

43.503.800
.000

40.644.5

65.751.250
.000

66.358.000.0
00

| 69.940.1
| 50.000

Program
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah
Kabupaten /
Kota

27.343.800
.000

26.850.5

52.241.250
.000

53.248.000.0
00

57.460.1
50.000
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Perencanaan, | Persentase
Penganggaran | perencanaan 100% | 17.000.000 100% 27.000.0 100% 31.000.000 100% 35.000.000 100% 39.000.000
, dan Evaluasi |, 100% 00
Kinerja penganggara
Perangkat n dan
Daerah evaluasi

kinerja

perangkat

daerah
Penyusunan Jumlah 5 8.500.000 5 5 5 5
Dokumen dokumen 5 Doku Dokumen | 13.500.0 | Dokumen | 15.500.000 | Dokumen | 17.500.000 | Dokumen | 19.500.000
Perencanaan Perencanaan | dokum | men 00
Perangkat Perangkat en
Daerah Daerah
Evaluasi Jumiah 7 6 6 6 6 6
Kinerja Laporan dokum | Lapor | 8.500.000 | Laporan | 13.500.0 | Laporan | 15.500.000 | Laporan 17.500.000 Laporan | 19.500.000
Perangkat Evaluasi en an 00
Daerah Kinerja

Perangkat

Daerah
Administrasi Persentase
Keuangan administrasi | 100% 100% | 16.006.000 100% 18.010.0 100% 42.010.000 100% 42.012.000.0 100% 45.012.000
Perangkat keuangan .000 00.000 .000 00 .000
Daerah perangkat

daerah
Penyediaan Jumlah orang 74 74 Orang 224 224 226
gaji dan yang 45 Orang | 16.000.000 18.000.0 Orang 42.000.000 | Orang 42.000.000.0 | Orang 45.000.000
Tunjangan menerima orang .000 00.000 .000 00 .000
ASN Gaji dan

Tunjangan

ASN
Pelaksanaan Jumlah 4 6.000.000 4 4 4 4
Penatausahaan | dokumen 4 Doku Dokumen | 10.000.0 | Dokumen | 10.000.000 | Dokumen | 12.000.000 Dokumen | 12.000.000
dan Pengujian / | Penatausaha | dokum | men 00
Verifikasi an dan en
Keuangan Pengujian /
SKPD Verifikasi

Keuangan

SKPD | -
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Administrasi Persentase
Kepegawaian | Administrasi | 100% 100% | 524.700.00 100% 145.000. 100% 495.000.00 | 100% | 210.000.000 100% 545.000.
Perangkat Kepegawaia 0 000 0 000
Daerah n Perangkat
Daerah
|
Pengadaan Jumiah paket 220 200 - - 200 - 200 |
pakaian dinas pakaian dinas | paket | Paket | 375.700.00 Paket 300.000.00 Paket | 300.000.
beserta atribut | beserta 0 0 | 000
kelengkapanny | atribut '
a kelengkapann
ya
Jumlah - 50 pcs | 30.000.000 - - 50 pcs | 30.000.000 - - 50 pcs 30.000.0 | Hasil
perlengkapan 00 | Paparan
anggota Bersama
(rompi anti Bupati
sajam) Tanah
Laut
Jumlah - 230 35.000.000 | 230 pcs | 40.000.0 | 230 pcs | 45.000.000 | 230 pes 50.000.000 | 230 pcs 55.000.0 | Hasil
perlengkapan pcs 00 00 | Paparan
anggota (topi Bersama
baret) Bupati
Tanah
Laut
Pendidikan dan | Jumlah - 12 15 Orang 15 Orang 20 20 Orang
pelatihan pegawai Orang | 84.000.000 105.000. 120.000.00 | Orang | 160.000.000 160.000.
Pegawai berdasarkan 000 0 000
berdasarkan tugas dan
tugas dan fungsi yang
fungsi mengikuti
pendidikan
dan pelatihan
Administrasi Persentase
Umum Administrasi | 100% 100% | 1.240.000. 100% 1.216.00 100% 1.416.000. 100% | 1.686.000.00 100% 2.053.40
Perangkat Umum 000 0.000 000 0 0.000
Daerah Perangkat
Daerah
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Penyediaan Jumlah paket 8 8 Paket 8 Peket 8 Peket 8 Peket
Komponen komponen Paket | 25.000.000 32.500.0 30.000.000 35.000.000 40.000.000
Instalasi instalasi listrik | © Paket 00
Listrik/Peneran | / penerangan
gan bangunan | bangunan
kantor kantor yang

disediakan
Penyediaan Jumilah paket 12 18 10 Paket 18 Paket 18 Paket 18 Paket
Peralatan dan | peralatan dan | paket | Paket | 100.000.00 125.000. 300.000.00 350.000.000 400.000.00
Perlengkapan perlengkapan 0 000 0 0
kantor kantor yang

disediakan
Penyediaan Jumlah paket 1 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
peralatan peralatan Paket | 20.000.000 22.500.0 25.000.000 30.000.000 35.000.000
rumah tangga rumah tangga | 8 paket 00

yang

disediakan
Penyediaan Jumiah paket - 10 5 Paket 10 Paket 10 Paket 10 Paket
barang cetak barang Paket | 20.000.000 12.000.0 25.000.000 30.000.000 35.000.000
dan cetakan dan 00
penggandaan penggandaan

yang

disediakan
Penyediaan Jumlah - - 12 12 12 12
bahan bacaan | dokumen - Dokumen | 4.000.00 | Dokumen | 6.000.000 | Dokumen | 6.000.000 | Dokumen | 8.400.000
dan peraturan bahan 0
perundang- bacaan dan
undangan peraturan

perundang-

undangan
Penyediaan Jumlah paket 2 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket
bahan / bahan / - Paket | 25.000.000 20.000.0 30.000.000 35.000.000 35.000.000
material material yang P 00

disediakan
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Penyelenggara | Jumlah 12 12 12 12 12
an Rapat laporan 12 Lapor | 900.000.00 | Laporan | 1.000.00 | Laporan | 1.000.000. | Laporan | 1.200.000.00 | Laporan | 1.500.000.
Koordinasi dan | penyelenggar | lapora an 0 0.000 000 0 000
Konsultasi aan rapat n
SKPD koordinasi
dan
konsultasi
SKPD
Penyediaan Persentase
Jasa Jasa 100% | 100% | 5.478.600. | 100% 4.920.00 | 100% 6.541.000. | 100% 7.359.000.00 | 100% 7.389.000.
Penunjang Penunjang 000 0.000 000 0 000
Urusan Urusan
Pemerintahan | Pemerintah
Daerah Daerah
Penyediaan Jumiah 35 35 36 36 36
Jasa laporan 32 Lapor | 200.000.00 | Laporan | 200.000. | Laporan | 250.000.00 | Laporan | 250.000.000 | Laporan | 275.000.00
Komunikasi, penyediaan lapora an 0 000 0 0
Sumber Daya jasa n
Air dan Listrik komunikasi,
sumber daya
air dan listrik
yang
disediakan
Penyediaan Jumlah 1 1 1 1 1
Jasa Peralatan | Penyediaan - Lapor | 35.000.000 | Laporan | 40.000.0 | Laporan | 45.000.000 | Laporan 50.000.000 Laporan | 55.000.000
dan Jasa an 00
Perlengkapan Peralatan dan
Kantor Perlengkapan
Kantor
Penyediaan Terlaksanany 126 126 126 130 130
Jasa a - Orang | 4.233.600. Orang 4.680.00 Orang 5.040.000. Orang 5.850.000.00 Orang 5.850.000.
Pelayanan pembayaran 000 0.000 000 0 000
Umum Kantor gaji PTT
Outsorcing 39 39 Orang 39 Orang 39 Orang
- Orang | 975.000.00 - 1.170.000. 1.170.000.00 1.170.000.
0 000 0 000
Tenaga Ahli 30 30 Orang 30 Orang 30 Orang
IT - Orang | 35.000.000 - 36.000.000 39.000.000 39.000.000
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Pengadaan Persentase
Barang Milik Barang Milik | 100% | 100% | 2.162.500. 100% 262.500. 100% 165.000.00 | 100% | 170.000.000 100% 185.000.
Daerah Daerah 000 000 0 000
Penunjang Penunjang
Urusan Urusan
Pemerintah Pemerintah
Daerah Daerah
Pengadaan Jumlah jenis - 7 Unit | 1.875.000. 5 Unit 175.000. 3 Unit 105.000.00 | 3 Unit | 110.000.000 3 Unit Hasil
kendaraan pengadaan 000 000 0 110.000. | Paparan
dinas 000 Bupati
operasional / Tanah
lapangan Laut
(Pengad
aan
Mobil
Pengawa
lan dan
Patroli)
Pengadaan Jumlah paket = 6 Unit | 137.500.00 5 Unit 87.500.0 3 Unit 60.000.000 | 3 Unit 60.000.000 3 Unit 75.000.0
Mebel mebel yang 0 00 00
disediakan
Pengadaan Jumlah paket | Jenis 12 150.000.00 | 12 jenis | 170.000. 12 jenis | 190.000.00 | 12 jenis | 210.000.000 | 12 jenis | 230.000.
Peralatan dan peralatan dan jenis 0 000 0 000
Mesin Lainnya | mesin lainnya
yang disedia
kan
Pemeliharaan | Persentase
Barang Milik Pemeliharaa 100% | 100% | 1.925.000. 100% 1.095.00 100% 1.658.250. | 100% | 1.726.000.00 100% 2.321.75
Daerah n Barang 000 0.000 000 0 0.000
Penunjang Milik Daerah
Urusan Penunjang
Pemerintah Urusan |
Daerah Pemerintah ;
Daerah !
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Penyediaan Jumlah 1unit | 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit
Jasa kendaraan 40.000.000 60.000.0 60.000.000 70.000.000 70.000.000
Pemeliharaan, perorangan 00
dan Pajak dinas atau
Kendaraan kendaraan
Perorangan dinas jabatan
Dinas atau yang
Kendaraan dipelihara dan
Dinas Jabatan | dibayarkan

pajaknya
Penyediaan Jumlah 37 unit 36 36 Unit 36 Unit 36 Unit 36 Unit
Jasa kendaraan Unit | 860.000.00 1.000.00 1.008.000. 1.110.000.00 1.200.000.
Pemeliharaan, | dinas 0 0.000 000 0 000
Biaya Pemeliha | operasional
raan, Pajak dan | atau
Perizinan lapangan
Kenda raan yang
Dinas dipelihara dan
Operasional dibayarkan
atau lapangan | pajak dan

perizinannya
Pemeliharaan Jumiah 26 unit 25 23 Unit 23 Unit 23 Unit 23 Unit
peralatan dan peralatan dan Unit | 25.000.000 35.000.0 40.250.000 46.000.000 51.750.000
mesin lainnya mesin lainnya 00

yang

dipelihara
Pemeliharaan / | Jumlah & 1 Unit = " 1 Unit 2 Unit 1 Unit
Rehabilitasi Gedung 1.000.000. 550.000.00 500.000.000 1.000.000.
Gedung Kantor | kantor dan 000 0 000
dan Bangunan | bangunan
Lainnya lainnya yang

dipelihara /

direhabilitasi
Program
Peningkatan 8.375.000. 5.854.00 7.130.000. 7.720.000.00 8.080.000.
Ketentraman 000 0.000 000 0 000
dan Ketertiban
Umum

74




Penanganan Persentase
Gangguan penyelesaian | 100% | 100% | 7.704.000. 100% 5.050.00 100% 6.300.000. 100% 6.750.000.00 100% 7.000.000.
Ketentraman gangguan 000 0.000 000 0 000
dan Ketertiban | ketentraman
Umum dalam dan
1 daerah Kab/ | ketertiban
Kota Umum
Pencegahan Jumiah 12 12 12 12 12
Gangguan laporan 12 Lapor | 4.004.000. | Laporan | 3.000.00 | Laporan | 4.000.000. | Laporan | 4.200.000.00 | Laporan | 4.300.000.
Ketentraman gangguan | an 000 0.000 000 0 000
dan Ketertiban | ketentraman | 'aP°r@
Umum melalui | dan n
Deteksi Dini ketertiban
dan Cegah umum melalui
Dini, deteksi dini
Pembinaan dan | dan cegah
Penyuluhan, dini,
Pelaksanaan pembinaan
Patroli, dan
Pengamanan, penyuluhan,
dan pelaksanaan
Pengawalan patroli,

pengamanan

dan

pengawalan
Penindakan Jumiah 12 12 12 24 24 24
atas Gangguan | laporan lapora | Lapor | 400.000.00 | Laporan 500.000. | Laporan | 600.000.00 | Laporan 700.000.000 | Laporan | 800.000.00
Ketentraman gangguan n an 0 000 0 0
dan Keter tiban | ketentraman
Umum berda dan
sarkan Perda ketertiban
dan Perkada umum
melalui berdasarkan
Penertiban dan | Perda dan
Penanganan Perkada
unjuk rasa dan | melalui
kerusuhan penertiban
massa dan

penanganan

unjuk rasa

dan

kerusuhan
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massa yang

dilakukan

penindakan
Koordinasi Jumlah 1 1 1 1 1 i
penyelenggara | dokumen dokum | Doku | 1.000.000. | Dokumen | 650.000. | Dokumen | 650.000.00 | Dokumen | 650.000.000 | Dokumen | 650.000.00
an ketentraman | hasil en men 000 000 0 0
dan ketertiban pelaksanaan
umum serta koordinasi
perlindungan penyelenggar
masyarakat aan
tingkat katentraman,
kabupaten / ketertiban
kota umum dan

perlindungan

masyarakat

tingkat

kabupaten /

kota
Pemberdayaan | Jumlah 1 1 1 1 1 1
Perindungan dokumen dokum | Doku | 300.000.00 | Dokumen | 400.000. | Dokumen | 450.000.00 | Dokumen | 500.000.000 | Dokumen | 500.000.00
masyarakat yang memuat en men 0 000 0 0
dalam rangka hasil
ketentraman pemberdayaa
dan ketertiban | n
umum perlindungan

masyarakat

dalam rangka

ketentraman

dan

ketertiban

umum
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Peningkatan Jumiah 156 201 201 201 201 201
kapasitas SDM | Satuan Polisi orang | Orang | 2.000.000. Orang 500.000. Orang 600.000.00 Orang 700.000.000 Orang 750.000.00
Satpol PP dan | Pamong 000 000 0 0
Satlinmas Praja dan
termasuk Perlindungan
dalam Masyarakat
pelaksanaan yang
tugas yang ditingkatkan
bernuansa hak | kapasitasnya
azasi manusia
Penegakan Persentase
Peraturan Penuntasan 100% | 100% | 550.000.00 100% 654.000. 100% 710.000.00 100% 820.000.000 100% 930.000.00
Daerah Pelanggaran 0 000 0 0
Kabupaten / Perda dan
Kota dan Perkada
Peraturan
Bupati /
Walikota
Pengawasan Jumlah 10 12 12 12 12 12
atas kepatuhan | laporan hasil lapora | Lapor | 200.000.00 | Laporan | 250.000. | Laporan | 300.000.00 | Laporan | 350.000.000 | Laporan | 400.000.00
terhadap pelaksanaan n an 0 000 0 0
pelaksanaan pengawasan
peraturan yang
daerah dan dilakukan
peraturan atas
Bupati/Walikota | kepatuhan

terhadap

pelaksanaan

Peraturan

Daerah dan

Peraturan

Bupati /

Walikota
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Penanganan Jumlah 12 12 12 12 12 12
atas laporan lapora | Lapor | 300.000.00 | Laporan | 350.000. | Laporan | 350.000.00 | Laporan | 400.000.000 | Laporan | 450.000.00
pelanggaran pelaksanaan n an 0 000 0 0
peraturan penanganan
daerah dan atas
peraturan pelanggaran
Bupati/Walikota | Peraturan

Daerah dan

Peraturan

Bupati yang

dapat

ditangani

sesuai SOP
Sosialisasi Jumlah 12 <] 4 4 5 6
penegakan laporan hasil lapora | Lapor | 50.000.000 | Laporan | 54.000.0 | Laporan | 60.000.000 | Laporan | 70.000.000 | Laporan | 80.000.000
Peraturan pelaksanaan n an 00
Daerah dan sosialisasi
Peraturan penegakan
Bupati / Perda dan
Walikota Perkada

kepada

masyarakat /

kelompok

masyarakat /

pelaku usaha
Pembinaan Jumlah
Penyidik PPNS yang 100% 100% | 121.000.00 100% 150.000. 100% 120.000.00 100% 150.000.000 100% 150.000.00
Pegawai mendapatka 0 000 0 0
Negeri Sipil n pembinaan
(PPNS)
Kabupaten/Ko
ta
Pengembanga | Jumlah 2 3 2 3 3
n Kapasitas laporan hasil 2 Lapor | 121.000.00 | Laporan | 150.000. | Laporan | 120.000.00 | Laporan | 150.000.000 | Laporan | 150.000.00
dan Karier pelaksanaan lapora an 0 000 0 0
PPNS peningkatan n

kapasitas

Pejabat

PPNS dalam

mendukung

penyelenggar

aan
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Program

Pencegahan, 7.750.000. 7.690.00 6.380.000. 5.390.000.00 4.400.000.
Penanggulang 000 0.000 000 0 000
an,
Penyelamatan
Kebakaran
dan
Penyelamatan
Non
Kebakaran
Pencegahan, Persentase
Pengendalian, | tingkat 100% | 100% | 7.750.000. 100% 7.690.00 100% 6.380.000. 100% 5.390.000.00 100% 4.400.000.
Pemadaman, waktu 000 0.000 000 0 000
Penyelamatan, | tanggap
dan (response
penanganan time rate)
bahan kejadian
berbahaya kebakaran
dan beracun
kebakaran
dalam daerah
Kab/Kota
Pengadaan Jumlah 18 unit 20 3 Unit 3 Unit 2 Unit 1 Unit Pemb
sarana dan sarana dan Unit | 6.200.000. 6.300.00 5.000.000. 4.000.000.00 3.000.000. | elian
prasarana prasarana 000 0.000 000 0 000 sarpr
pencegahan, yang tersedia as
penanggulanga | untuk dan
n kebakaran pencegahan peral
dan alat dan atan
pelindung diri penanggulan Damk
gan ar
kebakaran,
serta alat
pelindung diri
sesuai
standar teknik
terkait
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Pencegahan
kebakaran
dalam daerah
Kab/Kota

Jumlah
dokumen
NSPM
pencegahan /
penanggulan
gan
kebakaran
dalam daerah
Kab/Kota
setaip
tahunnya

11
dokum
en

11
Doku
men

50.000.000

11
Dokumen

70.000.0
00

11
Dokumen

80.000.000

11
Dokumen

90.000.000

11
Dokumen

100.000.00
0

Sosial
isasi
Damk
ar

Pemadaman
dan
Pengendalian
Kebakaran
dalam daerah
Kab/Kota

Jumiah
laporan hasil
pelaksanaan
kegiatan
kesiapsiagaa
n petugas
piket dan
pemadaman
kebakaran
dalam daerah
kabupaten /
kota

12
lapora

12
Lapor
an

1.500.000.
000

12
Laporan

1.320.00
0.000

12
Laporan

1.300.000.
000

12
Laporan

1.300.000.00
0

12
Laporan

1.300.000.
000

Penyusunan
kajian
rencana induk
system
penanggulan
gan
kebakaran
dan
penyelamatan

11
dok

200.000.00
0

11 dok

250.000.
000

11 dok

300.000.00
0

11 dok

350.000.000

11 dok

400.000.00
0
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BAB Vi

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Perumusan indikator kinerja Satpol PP dan Damkar merupakan indikator
kinerja program yang disusun selama 5 tahun merupakan realisasi kinerja yang
telah dilaksanakan dan tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5 merupakan
target kinerja yang direncanakan yang dituangkan. Indikator kinerja Perangkat
Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD merupakan indikator
kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai
Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Perumusan indikator kinerja
Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD dilakukan
dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPD untuk
selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi
Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan
sasaran dalam RPD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target
kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan
dan sasaran dalam RPD.

Indikator Kinerja dalam pencapaiannya berkaitan langsung dengan
pencapaian Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
sebagaimana tabel berikut:
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Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama PD

No

Indikator

Satuan

Baseline
Tahun
2024

Target Tahun

2025

2026

2027 2028

2029

2030

Ket

2

4

5

6

7 8

10

Meningkatnya
ketentraman,
ketertiban
umum

%

100%

100%

100%

100% 100%

100%

100%

Meningkatnya
pelayanan
pemadaman
kebakaran dan
penyelamatan
evakuasi

menit

15 menit

15 menit

15 menit

15 15
menit menit

15 menit

15 menit

Meningkatnya
kinerja tata
Kelola
perangkat
daerah
akuntabel

yang

%

79,10%

83

85

87 90

90

92
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Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci

Baseline Target Tahun
No Indikator Satuan Tahun 2025 2026 | 2027 | 2028 2029 2030 Ket
2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i
1. | Output :
1. Jumlah pelanggaran dan 125 125 kasus | 100% 100% | 100% | 100% | 100% 100%
pengaduan  trantibum da kasus
lam Kab/Kota yang ditangani
2. Jumlah Satlinmas  yang 494 494 orang 100% 100% | 100% | 100% | 100% 100%
terlatihdan dikukuhkan orang
3. Jumlah Perda dan Perkada | 1 Perda 1 Perda 100% 100% | 100% | 100% | 100% 100%
yang ditegakkan
4. Jumlah Polisi Pamong Praja | 6 orang 6 orang 100% 100% | 100% | 100% | 100% 100%
yang memiliki kualitas sebagai
PPNS
5. Tersedianya SOP dalam | 16 SOP 16 SOP 100% 100% | 100% | 100% | 100% 100%
penegakan Perda dan
Perkada serta penanganan
gangguan trantibum
6. Tersedianya sarana prasara 1.046 1.046 jenis | 100% 100% | 100% | 100% | 100% 100%
na Satpol PP jenis
Tersedianya sarana prasara | 234 jenis 234 jenis 100% 100% | 100% | 100% | 100% 100%
na Damkar
Qutcome :
1. Persentase gangguan tranti 100% 100% 100% 100% | 100% | 100% | 100% 100%
bum yang dapat di selesaikan
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D

Indikator

Satuan

Baseline
Tahun
2024

2025 |

__Target Tahun
2027

2028

| 2029

Ket

2

3

4

7

8

11

Output :

i

Jumlah dan jenis layanan
penyelamatan dan evakuasi
pada kondisi membahayakan
manusia (operasi darurat non
kebakaran) oleh Dinas
Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan di
kabupaten/kota

102
kejadian

102
kejadian

100%

100%

100%

100%

Tersedianya Pos  Sektor
damkar yang dilengkapi
sarana prasarana damkar,
sarana prasarana
penyelamatan di  kantor
kecamatan

10 Pos

10 Pos

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Tersedianya aparatur selama
24 (jam) yang dilaksanakan
secara bergantian (shift) di
kantor kecamatan

72 shift

72 shift

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Pos Damkar yang dilengkapi
dengan sarana/prasarana
damkar, sarana prasarana
penyelamatan dan evakuasi di
setiap keluarahan/desa

10 pos

10 pos

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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-3-

No

Indikator

Satuan

Baseline
Tahun
2024

2025 |

2026

2027

2028

2029

2030

Ket

2

4

7

8

10

11

Qutput :

5.

Jumlah dan jenis sarana
prasarana pemadaman,
penyelamatan dan evakuasi

234 jenis

234 jenis

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah aparatur pemadam
kebakaran yang memenuhi
Standar Kualifikasi Pemadam
sebagaimana dimaksud
Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 16 Tahun 2009
tentang Standar Kualifikasi
Aparatur Pemadam
Kebakaran

12 orang

12 orang

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah relawan kebakaran di
bawah binaan Dimas
Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan atau perangkat
daerah yang menyelengga
rakan sub urusan kebakaran

120
orang

120 orang

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah peningkatan kapasitas
aparatur pemadam kebakaran

44 orang

44 orang

100%

100%

100%

100%

100%

QOutcome :

1.

Persentase pelayanan
penyelamatan dan evakuasi
korban kebakaran

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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Baseline | Target Tahun
No Indikator Satuan Tahun 2025 2026 | 2027 | 2028 | 2029 2030 Ket
2024
1 2 3 4 & 6 7 8 9 10 11
Qutcome :
2. Waktu tanggap (response | 15 Menit 15 Menit 15 15 15 15 16 15
time) penanganan kebakaran Menit Menit | Menit | Menit | Menit Menit
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BAB Vil

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra PD) merupakan dasar dalam
pelaksanaan dan evaluasi atas kinerja 5 tahunan SKPD. Oleh karena itu seluruh
aparatur wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan
partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran dan
program-program yang tertuang dalam Renstra 2025-2029 ini.

Rencana Strategis PD ini bukan merupakan dokumen yang hanya untuk
memenuhi syarat formalitas ketersediaan dokumen namun merupakan dokumen yang
harus benar-benar diacu oleh seluruh komponen di lingkup SKPD.

Dalam melaksanakan semua program dan kegiatan, penting untuk
memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dengan tetap
memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-m.asing. Untuk itu perlu ditetapkan
kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur PD berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan
yang telah dituangkan dalam Renstra ini dengan sebaik-baiknya.

2. Renstra ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja
(Renja) Tahunan SKPD.

Demikian dibuat Rencana Strategis (Renstra) ini sebagai bahan SKPD dalam
melaksanakan kegiatan 5 tahunan.

EPALA SATURN,

5" MUH.RUSRI,
NIP.19690315 199805 1 012
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Tabel Evaluasi Tujuan, Sasaran, Program Tahun 2024

Keterangan Tidak

listrik / penerangan bangunan
kantor

penerangan bangunan kantor yang
disediakan

Tujuan / Sasaran / Program Indikator Satuan Target 2024 | Realisasi 2024 Capaian Tercapal
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Terwujudnya Meningkatnya Program Penunjang Urusan
Kabupaten Tanah |ketentraman, Pemerintah Daerah Kabupaten /
Laut Aman ketertiban umum |Kota
Meningkatnya Perencanaan, penganggaran, Persentase perencanaan, penganggaran BB,02%
pelayanan dan evaluasi kinerja perangkat |dan evaluasi kinerja perangkat daerah
pemadaman daerah
kebakaran dan
penyelamatan
evakuasi
Meningkatnya Penyusunan dokumen Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat dokumen 5 5 8587%
kinerja tata kelola |perencanaan perangkat daerah Daerah
perangkat daerah
yang akuntabel
Evaluasi kinerja perangkat daerah {Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat dokumen 7 7 91,68%
Daerah
Administrasi Keuangan Persentase administrasi keuangan 90,34%
Perangkat Daerah perangkat daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah orang yang menerima Gaji dan orang 48 45 90,35%
ASN Tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan  |Jumlah dokumen Penatausahaan dan dokumen 4 4 B7,12%
Pengujian / Verifikasi Keuangan  |Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
SKPD
Administrasi Kepegawalan Persentase Administrasi Kepegawaian 89,28%
Perangkat Daerah Perangkar Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta |Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut paket 220 220 89,28%
Atribut Kelengkapannya kelengkapannya
Administrasi Umum Perangkat |Persentase Administrasi Umum 96,28%
Daerah Perangkat Daerah
Penyediaan komponen instalasi  |Jumlah paket komponen instalasi listrik / Paket 7 5 93,75%




Keterangan Tidak

Umum dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten / Kota

Tujuan / Sasaran / Program Indikator Satuan Target 2024 |Realisasi 2024 Capaian Tercapai
3 4 5 6 7 8 9
Penyediaan peralatan dan Jumlah paket peralatan dan perlengkapan Paket 12 12 87,56%
perlengkapan kantor kantor yang disediakan
Penyediaan peralatan rumah Jumlah paket peralatan rumah tangga yang Paket 8| 8 91,61%
tangga disediakan
Penyediaan Bahan / Material Jumlah paket bahan / material yang Paket 1 1 98,89%
disediakan
Penyelenggaraan rapat koordinasi |Jumlah laporan enyelenggaraan rapat laporan 12 12 99,88%
dan konsultasi SKPD koordinasi dan konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Administrasi Umum 78,97%
Urusan Pemerintahan Daerah  |Perangkat Daerah
Penyediaan jasa komunikasi, Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, laporan 36 32 78,97%
sumber daya air dan listrik sumber daya air dan listrik
Pemeliharaan Barang Milik Persentase Pemeliharaan Barang Milik 99,61%
Daerah Penunjang urusan Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Pemerintah Daerah Daerah
Penyediaan jasa pemeliharaan, Jumlah kendaraan perorangan dinas atau unit 1 1 99,98%
biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan yang dipelihara
kendaraan perorangan dinas atau |dan dibayarkan pajaknya
kendaraan dinas jabatan
Penyediaan jasa pemeliharaan, Jumlah kendaraan dinas operasional atau unit 37 37 99,59%
biaya pemeliharaan, pajak, dan lapangan yang dipelihara dan dibayarkan
perizinan kendaraan dinas pajak dan perizinannya
operasional atau lapangan
Pemeliharaan peralatan dan mesin{Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang unit 26 26 100,00%
lainnya dipelihara
Program Peningkatan
Ketentraman dan ketertiban
Umum
Penanganan Gangguan Persentase penyelesaian gangguan 94,51%
Ketentraman dan ketertiban ketentraman dan ketertiban Umum




Keterangan Tidak

Tujuan / Sasaran / Program Indikator Satuan Target 2024 |Realisasi 2024 Capaian Tercapal
3 4 5 6 7 8 9

Pencegahan gangguan Jumlah laporan gangguan ketentraman dan laporan 12 12 97,40%

ketentraman dan ketertiban umum{ketertiban umum melalui deteksi dini dan

melalui deteksi dini dan cegah dini,{cegah dini, pembinaan dan penyuluhan,

pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan

pelaksanaan patroli, pengamanan |pengawalan

dan pengawalan

Penindakan atas gangguan Jumlah laporan gangguan ketentraman dan laporan 12 12 99,92%

ketentraman dan ketertiban umum|ketertiban umum berdasarkan Perda dan

berdasarkan Perda dan Perkada  |Perkada melalui penertiban dan

melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan

penanganan unjuk rasa dan massa yang dilakukan penindakan

kerusuhan massa

Koordinasi penyelenggaraan Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Dokumen 1 1 61,14% Silpa (ada yang terkendala pada
ketentraman dan ketertiban umum|koordinasi penyelenggaraan katentraman, kegiatan yang di batasi oleh dal
serta perlindungan masyarakat ketertiban umum dan perlindungan ops)

tingkat kabupaten / kota masyarakat tingkat kabupaten / kota

Pemberdayaan perlindungan Jumlah dokumen yang memuat hasil Dokumen 1 1 95,09%

masyarakat dalam rangka pemberdayaan perlindungan masyarakat
|ketentraman dan ketertiban umum|dalam rangka ketentraman dan ketertiban

umum

Peningkatan kapasitas SDM Satpol |Jumlah SDM Satpol PP dan Satlinmas yang orang 171 158 96,09% Tes urine tidak terlaksana

PP dan Satlinmas termasuk dalam |ditingkatkan kapasitasnya karena harga yang ada di DPA
pelaksanaan tugas yang bernuanza tidak sesuai dengan yang real
hak azasi manusia

Penegakan Peraturan Daerah  |Persentase Penuntasan Pelanggaran 98,90%

Kabupaten / Kota dan Peraturan | Perda dan Perkada

Bupati / Walikota

Sosialisasi Penegakan Peraturan  |Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi laporan 12 12 100,00%

Daerah dan Peraturan Kepala penegakan Perda dan Perkada

Daerah

|Pengawasan atas kepatuhan Jumlah laporan hasil pelaksanaan laporan 10 10 98,81%

terhadap pelaksanaan Peraturan |pengawasan yang dilakukan atas kepatuhan

daerah dan Peraturan Bupati / terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah

Walikota dan Peraturan Bupati / Walikota




5 Keterangan Tidak
Tujuan / Sasaran / Program Indikator Satuan Target 2024 | Realisasi 2024 Capaian Terg pai
3 4 5 6 7 8 9
Penanganan atas Pelanggaran Jumlah laporan pelaksanaan penanganan laporan 12 12 B82,64% Pada keg honorarium saksi
Perda dan Perkada atas pelanggaran Perda dan Perkada belum optimal karena
penyesuaian regulasi (Perda
baru sedang di proses)
Pembinaan Penyidik Pegawai Persentase Penuntasan Pelanggaran 57,00%
Negeri Sipil (PPNS) Perda dan Perkada
Pengembangan kapasitas dan Jumlah laporan hasil pengembangan dan laporan / orang 3/4 2/2 57,00% Belum ada pemanggilan dari
karier PPNS |peningkatan kapasitas Pejabat PPNS Kemendagri Rl
Penegak Perda
Program Pencegahan,
Penanggulangan, Penyelamatan
kebakaran dan Penyelamatan
Non Kebakaran
Pencegahan, Pengendalian, Persentase tingkat waktu tanggap 95,45%
Pemadaman, Penyelamatan, dan | (respon time) kejadian kebakaran
Penanganan Bahan Berbahaya
dan Beracun Kebakaran dalam
Daerah Kabupaten / Kota
Pencegahan kebakaran dalm Jumlah dokumen NSPM pencegahan / Dokumen 11 11 72,76%
daerah kabupaten [ kota penanggulangan kebakaran dalam daerah
kabupaten / kota setiap tahunnya
Pemadaman dan pengendalian Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan laporan 12 12 97,76%
kebakaran dalam daerah kesiapsiagaan petugas piket dan
kabupaten / kota pemadaman kebakaran dalam daerah
kabupaten / kota
Pengadaan sarana dan prasarana |Jumlah sarana dan prasarana untuk unit 18 18 95,19%
pencegahan, penanggulangan pencegahan dan penang gulangan
kebakaran dan alat pelindung diri [kebakaran dan alat pelindung diri yang sah
dan legal sesuai standar terkait teknis
ebruari 2025




Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Tabel T.C-29

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

B SR ﬂmc"’“ Target kiverja don ngaran Ruafisasi Capaian Kinerja dan| Tingkat Capaian Kinarja dan | Anggarsn Renstra id Tahun E?::mea St
ogram/Kegiatan VTN S Togrm : jalan tahun 2024 (-1 Ruoafisasi Kinorja Sampai Dengan Triwulan Anggaran R Reafisasi Anggaran Rerja 2024/ Akhir Tahun Katerangan
§ {outcame)! Kogiatan foutput) Rersra | campaldongan Rera | **” mmm ; s m?z‘;z‘:m Tahun 2024 {%) Polaksanaan Renstra Tahun | oot S tahun 2024] - Penangqungiawab
Tahun 2023 (n-2) 024) %)
1 1l Wl N
: . 5 6 7 8 9 10 1 12 13=12Tx100% H=6+12 15=14/5 x100% 1 7
K [ K e | v ] Rp [ [ [ Re K Rp K| ® 3 Ry K | R k| Re K | W
: m;;u“mu w] J ml ml J EI |Satuan Polisi
URUSAN PEMERINTAHAN  |porsentase layanan dukungan | Pamong
KABUPATENIKOTA | acl tari B2 . 100,004 g 9267 639173 20012397167 2.756.473.865 1571.083. 71 21660408031 100] B.484 845 121, 1,46%| 0 464 545 | 0.00% Praja
yang sesusi SOP”) (%) dan Pemadam
Kebakaran
Perencanaan, Penganggaran,| Persantase parencaraan,
dan Evaluasi Kinerja panganggaren dan evakas: . 0,00 . 1 13,499 595( 1 amsoo0| - Tooon) - 3.937.000 . 3,450 800 1 11,662.800{ 1w.uﬂ| wozw| 100 11682800] 0.00% | 000%
Pe Daerah i {1
Paryusunan Dokumon Jumiah Dokumen wJ Tidak
Parencanaan Perangkal Daerah | Perencanaan Perangkat | 0,00 - 5 B.409 854 2 3.765.000 1 - 1 795.000 1 2,708,800 5 7.298 B00) 100, B5,87%} 5,00) me.ml 0,00% 0,00% Ada
Doerah tersusun®) (|
Evaiasi Kinerja Porangkat | "Jumiah Laporan Evaluasi Tidak
Draerah Kinerja Perangkal Daerah - 0,004 g 7 4550741 - 3 00,000 3 3.142 000 1 742 000 7 4.584.000| 100,00% 61,66%) 7.00 4584, 0,00% 0.00% Ada
Administrasi Keuangan Porsentase administrasi ?I
Perangkal Daerah keuangan perangkat dasrah 100,004 E 0,00y g 1 7.444,456.000f i 1.586.077 026 - 214583 447 - 1.235. T 670 - 1.758.260.569 7| B725011.712]  2650,00%) 00,355 8500 6.725.011.712| 2650% 0,00%
r n r
wwl dan Tunjangan |, Orang yarg . Tidak
Gaji dan Tunjangan ASN - 10,000 - 48 7439456, 296 40 1.584 679.526 45 2.145.258 447 45) 123N 45 1.757.051.769 i 6721555919 91.15%) 90,35% 43750 GT2555.812) 0.00% 0,00% Ada
| (Drang/buan)
|Pelakeanaan Penatausahoan |*dumish Dokumen Tidak
dan Pengujian/Varifikasi P dan A
Ki SKPD e anyerificasi G 0,00 4 4500704 2 1,187,500 1 541.000 1.408.500 1 1.204 800 4 4,355,800/ 100,00% 67 12%) 4,00) 43558000 0,00% 0,00% Ada
SKPD (Dokumean)
K Parsentase administ
Perangkat Dasrah kepegawaion perangkat - 0,00] 4 o) 231,990 000} - - - 207.197.117 - - - - 741741 0,00%} n:ﬂi 0,90} 20711717 0.00% 0,00%
daerah
Pengadaan Pakatan Dinas *Jumiah Pakot Pakaian Dinas Tickak
Beserta Atrbut il beserta Atnbut - 0,00] < 20 Z31.980.000) - ] 271717 - - X 207417117 100, 0% B9.26%) 220,00} 207.117.117) 0,00% 0,00% Ada
Pakel
|Administrasi Umum Parsentass Administrasi
Daaral f Daerah 160,00 . 0,00 - 1 HNNTSSI - 240.423 962 - 237.070.148 149.928.767 202 644,006 g 30,068, 983] 0,00%| LA 0,00| mowml 0.00% 0,00%
Penyediaan Komponen Instalasi | *Jumiah Paket Kampanen w] Tictak
I;:w': ¥ T B 0,00 - 7 4775, 3 1.551.240 1 964,000 1 1857.017 5 4 477,157 71.43% 93,75%} 5,00| 44771 0,00% 0.00% Ada
|Penyediaan Paraiatan dan Tidak
Perlengkapan Kantor = 0,00 12 118,627 B38| 2 6.371,150/ & 35833500 5 55.700.000 3.842.400 121 104.747 050} 100, 00% 7 56%) 12,00 104747 050{ 0,00% 0,00% Ada
|Penyediean Persiatan Rumah Tidak
Tangga g 0,00] g 8 4 T2 54 1 2.161.458 T 2219608 - - - 8 4.381.062] 100, 00% 91,61%] 8,00 4,381,062 0,00% 0,00% Ada
Penyediaan Barang Cotakan dan |*Jumish Paket Barang Tidak
Penggandaan - G.W1 5 - - - - - 0,00% 0,00%} 0,00 - 000% | 000% Adia
[Penyediaan Bahan Bacaan dan_| Jumiah Dokumen Bahan Tidak
Peraturan Perundang-undangan |Bacaan don Peraturan | 0,00 | 1 8 1l ~ | 0,00%) 0,00% .00 4 o00% 0,00% Ada
Penyediaan BahanMatesial Tidak
o 0,001 R 2 15.000.000 - - 2 14.834.000 2 14.534,000) 100,00r% 95, B9%) 2,00 14 B3 000) 0,00% 0.00% Ada
Penyslenggaraan Rapal * Jumiah Laporan Tidak
Koordinasi dan SKPD |P garaan Rapal
Koordinasi dan K . - 0,00| . 13 T02.475.000) 3 237 340118 3 198 049 043 3 54,208 THT 3 182 006 GBS 12 701 627 614) 100, 00%| 9 BE% 12,00 OV 627 614 0,00% 000% Ada
SKPD
Pengadaan Barang Millk |P|MMCW
Daerah Penunjang Urusan  |F sty i y 4
3h | e 0 0,00} 100} 18 18 18,50%) 18,504 0,00%
| e | 7 ) R— =g 4 0,00%] . 0,00%
Persertase Pengadaan
Barang Mk Dacrsh
[kt Giad 0,00 o - - 0,00% 0.00%
Daerah lopal waktu®) (%)




rﬂw Kondaraan Dinas. mJ Tidak
*umilah Unil Kendaraan Dinas
Oporasiors a3y LG | ol st Lopengen 0 & ] 0 ool oo o ooow | 000 Ada
yang Disediakan {Unt)
Panyediaan Jasa Penunjang | Persentase Penyediasn Jasa
Urunan Pemerintahan Dasrah | Perurjang Urusan Pome- o,m| 1 137078840 waran| - 16,761,660 4 268450 nsoaoss| 19l 108253578 1900,00%| Tem%| 1900 108253578 000% | 000%
rintshan Daorah (1)
Poryeckaan Jasa Konunkas:, |, Lageain J Tidak
Sumber Doyn A don Uik, | 7100 Loveran Pemyeciaan
- o ok, Sunhar: [ E 137.078 840 waran| 0 16,763,680 44268 450 weoaoss| 3| 082535780 100,00%) el 00|  wezsass| aoow | opow Ada
Daya A dan Listrk yang
Desaciakan (Lagorsn)
" [Peryadiaan Josa Porsiatan dan |*umish Laporan Penyedaan Tidak
|Partergaaan Kartor Jasa Poratatan dan ) ] . | o oo =
Perienghapan Kartar yarg &0 - ooo% | opow Adke
— | Dimedikan (L aporan) :
Peryedaan Jesa Pelayaran s Asniah Laporan Penyediasn Tidak
i Kb Jaea Petayaran Unum Ksnior 0.00| o ) J ! 0.00% o) 4 ooox | oo Ada
yang Disediakan (Laporan)
Pemelinaraan Barang Pomelaraan QJ
Penunjang Urusan N Cnorah Perunjing : ! 1 y ' '
s . s | 0,00 [ 13 954,000f 154523 768 | 148 98 450 40 204 8 167891373 o181 o) 8 sr1613e0] oo0% | 0.00%
(1)
P ™ *Juriah Tidak
isya Pemelihoraan, dan Pajsk Dinas atay
purbiony e Dinss ot S 0,00 1 30 000,000 157500 1 9720000 9190000 asmoo| 4 moddon|  100,00% worw| 100 2004s00] 000% | o00% Ada
atou Kendaraan Dinas Jobalan  |yang Dipalihara dan
i Uit
TPery Jasa th *Jumiah Dinars Tidak
Pamedh ok don | Op atnu Lapangan
mxm:- yaeg Oipoliara dan 000 wJ 548,954 000} wgseme| 5| 1m0 110544 834 e W seagmoes|  100.00%) onsow] aroo|  seassmoes| ooow | oo Ada
[ atauLopangan | dbayarkan Pajak dan
Unt
Pamediharaan Mobel Tidak
* uamish hebel
fo yang Lrgeibara ol o | = : 3 0,00%) oors| 000 4 soow | oo P
Pemeharaan Peralatan dan Tidak
[Mvein Labige oot Pucsithon dun Mool | 2 3,500,000 12500000 = 1m000000f  100,.00% 100,00% 1 00%
e e 0,00 » 17.000.000 00 2| 26,00 000000 0.00% Ada
Prmedhar san/Fohabitas Tidak
s |* hamiah Godung Kantor dan
Lanra yang E.DJ o - - 0,00%) 0.00%] 0,001 o oo0% | 000%
DpolharaDrehatiitas (Unt)
Rata-Rata Capalan Kinerja (%)) 9280%) 61,46%)
Predikat Kineral Sangat Togo|  Sangat Trgo|
KETENTE RAMAN DAN Persentuse Poryalosaian
KETERTIBAN UNUM Gangguan Katertsraman dan (YT 104154758 1882 23613 1B HATIS 2327703 ToessTan| 00, 7.092.567 474 oos |72mong Praia
Keturtban Umum (%) (%) dan Pemadam
Kebakaran
Penanganan Gangguan
K dan Ketertib
Umum dalam 1 (satu) Daersh ket traman dan
KabupatentKota B 000 | esesmra 1ootaums| -] e 1783674715 2207080040 48| 77o73maa2  48e000%| sasrel  waol  Trorssazedl ooow | ooew
| derah Kads Kota (1)
Koordnas Penyshenggaraan * Jurnish Teolrmen Hasd Tidak
ous sl y Ada
Lrmam serta
|Maryaranat nwm me - 020 1 478,950 000] 5850000 286 995,000 1 masson  10000% 61,10 uJ wnisoo| 000% | 000%
Kabupatony¥ota Limum dan Perindungan
Mesywshal Trgkat
Dholaurmen]
Trompardasan it Dobarmen yang Tidak
dan ¥ 1 241,275 344 Besrs| W 71827 200 84227900 1 wmany 100, esoenl 1 2w 70| 000% | 000%
Umuen datam rangka Ketenteraman
ot Kotortban Urnum W‘I Ml




W:;: Kapasitas S!Z!MW| o SOM S Poksi Tidak
5 0prey Pamongpraja dan Sabuan Ada
ki § sy Pridbaars Perin yang 0,004 1 4713.054508)  163] 11s4qp4081| 63| 1124321150) 163 1115526400 63| 1104670000 169 4528720730 100,00%] 96,00%| 163000 4528720, 000% | 000%
tormasuk Sanaan N
Tugas yang Beruansa Hak Ditingkatkan Kapasi ssrya
hsas Marusia (Orng)
Pencegahan Gangguan * Jurmiah Laporan Gangguan Tidak
du il
Urnum Melali Detoks! Dini dan | Umum yang Dicegah Molakil Ada
Cogah Dini, Pembinasn dan | Dedeiksi Dini dan Cogah Div, n,uT 12 2 406,600,000 3 ezimsa0| 3| eoeszmTN 3| smaws 3| eev4pa0se) 12 2431568.315]  100,00% gl 200 zevusess| ooow | ooom
Paryuluban, Pelaksanaan Pembinaan dan Penyuluhan,
Patrok, Pengamanan, dan Patroli, Pongamanan, dan
P Peng [aperan}
Penndakan Alas Gangguan | *Jumiah Laperan Gangguan Tidak
Ket dan Kotarth dan Keteriban Ada
Urmum Perda dan Porda dan|
P“*""P mw ::‘“"' g m 0,00 1 omades 3 siooooo0| 3| asosoooo| 2| sasseso| 4| sesesone| g 224819000 100,00% wgre| 1200  z24mtm000 oo | 000
Kerusuhan Massa dan Kerusuhan Masss yang
Penegakan Peraturan Daerah |
thpam dan periieS e 0,00] 1 PUILTET B 4850000 - sha0as00| - 50,334,000 watsso| 20| 242424250 2000,00%) soorw| 000  242424250] oo0% | o00%
Peraturan BugatiWali Kota pelanggaran PERDA (1)
|Sosialeasi Penogakon Poraturan |* umish Laporan Hasd Tidak
(Dasrah dan Peraturan Kepala | Pelaksanaon Scstslisasi Ada
Daran Penegakan Peraturan Daerah 0,00{ 12 20,000 000 3 Besooon| 3 zes0000) 2 1,850,000 4 6/520.000 12 200000000 400,00%| 100,00% 12,00 20000.000) 0.00% | 0,00%
dan Peraturan Kepala Daersh
L ___{{Laporan) :
Penanganan Alas Pelanggaran |, Tidak
Peraturan Daerah dan Peraturan B Mas Ada
e wiianchl Palanggarmn Farsturan 0 2 waoe2s - 5215000 6 seoraso| 2 uaon| 4| smemsse| 1 123936000 100,00%| m264% 12000  123938.000] 000% | 000%
Daerah dan Peraturan kepala ‘7
daerah Sesua SOF (Laporan)
Pengawnsan Afas Kepatuhan | "Jumish Laporan Hasd Tidak
Terhadap Pekal Pek P Ada
Perafuran Daerah dan Peraturan |yang Difakukan Termadap
Kapaia Daersh Kepatuban Teradap 0,00 10 09,671,853 2 1570000) 4 w452450) 2 24242 000 2 1[2380| 0] 58.436.250)  100,00%] peot%] 1000|  oe4sa 20| 0,00% | 000%
Potaksanaan Peraturan
Daerah dan Paraturan Kepala
Daersh
| dumtah PPNS yang
mendapathan pembinaan 3.00{ 0,00 [ 75,000,000} 4 nyso0| - 5 : 21,375,000 1 27500000 25,00 SToMe 1,00 2750000 33% | 000%
*Junlah Laporan Hesl Tidak
Pengembangan dan Ada
Peringkatan Kapasitas 0.00] 3 75.000,000) 1 21,375,000 1 1.375.000 2 42750000]  66.67%] 57.00%] 2000 427500000 000% | 000%
Peijabat PPNS Pensqgak Parda)
J{Laparan)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 99,71%) 84,04%)
Predikal Kinerja| Sangat Tinggl| ~ Sangat Tinggi
Satuan Polisi
Parsentase lingkat wakly Pamong Praja
tanggap (response tmerale) | 100,00 100,00 100 7.413.147.804 1.267.260.000 3140811627 755,022 500 1803191500 1 romameozr|  100,00% osde%| 000 7o amsez| 080% |4 Pernadam
ejodan kobaharon (%} %) A
Kebakaran
kebakaran dan 0,004 1 7413147 861 0 1.287 260,000 3140811 627 - 755.022.500 - 1.893.181.500 10 TOTE27T6.027)  1000,00% B546% 1000 7.076.276.027) 0.00% 0,00%
non n
* Jumiah Dokumen NSPM Tidak
Kebakaran daiam Doersh 0,00 11 50.000.000 2 sosso00| 4 Bo40000) 3 B 520,000 2 12.565.000 " 36.380.000(  100,00% 1275% 100 36.380000{ 000% | 000% Ada
| Kabupaten/K oka Setiap
Tahurnys (Dokumen)
s e Tidak
Palaksanaan Kegiatan Ada
w' " P’:“r Plat 0,00 1) 1.191.392 082 3 wssesoo0| 3| aemiavon 3| 302550000 3| armasapo0] 13 1164736027 100,00%) or7e| 12000 11e47szr| ooow | opo%
dadam Claerah Kobupaten/¥ola)
_|{Laporan)
[Fangadaan Sarana dan *Jurmiah Sarana dan Tidak
Prasarana Pencegahan, Prasarana Untuk Pencegahan
Sariling dan | dan Ponangy Ada
[Alat Polindung Dir Kebakaran dan Alat Pelndung 0,00{ 18 6.171755 80g| 1125600000)  B| 2702834800 10| 443552500 <] teoareooo|  oee|  sersteooool  100,00%) 95.19% 18000 Se7et60000 000% | 000%
Dii yang Sah dan Legal
Sestiai Standar Teknis Terkat
(Uit}




Rata-Rata Capalan Kinerja (W) 100,00%] 95, 45%)
Predikat Kinerjal Sangat Tigg|  Sangat Tinggl
25.200.301.229 TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM 97,28%| 93,51%

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM

9,




Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Kabupaten Tanah Laut
Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Program / Kegiatan / Sub . o S Target dan .
No -g g % Lokasi Indikator Kinerja 8 Besaran Pagu | Pola Kegiatan Catatan
Kegiatan / Paket Pekerjaan Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8
Program Penunjang Urusan Pemerintah Kab. Tanah
Daerah Kabupaten / Kota Laut
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Persentase pemenuhan perencanaan, 17.000.000
Kinerja Perangkat Daerah penganggaran dan evaluasi kinerja
perangkat daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat 5 dokumen 8.500.000] Kegiatan Rutin
Perangkat Daerah daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat 6 laporan 8.500.000| Kegiatan Rutin
daerah
Administrasi Kenangan Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi 16.006.000.000
keuangan perangkat daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan 74 orang / bulan 16.000.000.000| Kegiatan Rutin
tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Jumlah dokumen penatausahaan dan 4 dokumen 6.000.000| Kegiatan Rutin
Verifikasi Keuangan SKPD pengujian / verifikasi keuangan SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Persentase Pemenuhan Administrasi 459.700.000
Daerah Kepegawaian Perangkat Daerah
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut Jumlah paket pakaian dinas beserta 200 paket 375.700.000 Kegiatan Rutin
kelengkapannya atributnya kelengkapan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawal Jumlah orang yang mengikuti 12 orang 84.000.000 | Kegiatan Rutin
Berdasarkan Tugas dan Fungsi pendidikan dan pelatihan
Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi 1.240.000.000
Umum Perangkat Daerah
Penyediaan komponen instalasi listrik / Jumlah paket komponen instalasi listrik 8 paket 25.000.000| Kegiatan Rutin

penerangan bangunan kantor

/ penerangan bangunan kantor yang
disediakan




Program / Kegiatan / Sub

Target dan

No < N Lokasi Indikator Kinerja Besaran Pagu | Pola Kegiatan Catatan
Kegiatan / Paket Pekerjaan ] Satuan g g
1 2 3 4 5 6 7 8

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah paket peralatan dan 18 paket 250.000.000| Kegiatan Rutin
perlengkapan kantor yang disediakan

Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah paket peralatan rumah tangga 1 paket 20.000.000 Kegiatan Baru
yang disediakan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan 10 paket 20.000.000| Kegiatan Rutin
penggandaan yang disediakan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah dokumen bahan bacaan dan - - Kegiatan Rutin

perundang-undangan peraturan perundang-undangan

Penyediaan bahan material Jumlah paket bahan / material yang 2 paket 25.000.000| Kegiatan Rutin
disediakan

Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat 12 laporan 900.000.000| Kegiatan Rutin

SKPD koordinasi dan konsultasi SKPD

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase Penyediaan Jasa Penunjang 5.423.600.000

Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintah

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah laporan penyediaan jasa 35 laporan 145.000.000| Keguatan Rutin

listrik komunikasi, sumber daya air dan listrik
yang disediakan

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Jumlah laporan penyediaan jasa 1 laporan 35.000.000| Kegiatan Rutin

kantor peralatan dan perlengkapan kantor
yang disediakan

Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor Jumlah SDM Satpol yang di tingkatkan 126 Orang 4.233.600.000| Kegiatan Rutin
kapasitasnya
Outsorcing 39 Orang 975.000.000| Kegiatan Rutin
Tenaga Ahli IT 30 Orang 35.000.000| Kegiatan Rutin

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Persentase Pengadaan Barang Milik 312.500.000

Urusan Pemerintah Daerah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Pengadaan kendaraan dinas operasional / Jumlah kendaraan dinas operasional 5 unit 175.000.000] Kegiatan Rutin

lapangan

atau lapangan yang dipelihara dan
dibayarkan pajak dan perizinannya
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Pengadaan Meubelair Jumlah paket mebel yang disediakan 6 Unit 137.500.000| Kegiatan Rutin
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan 1.865.000.000
Penunjang urusan Pemerintah Daerah Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemeliharaan Daerah
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya Jumlah kendaraan perorangan dinas 1 unit 40.000.000| Kegiatan Rutin
pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang
dinas atau kendaraan dinas jabatan dipelihara dan dibayarkan pajaknya
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya Jumlah kendaraan dinas operasional 36 unit 800.000.000| Kegiatan Rutin
pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan atau lapangan yang dipelihara dan
dinas operasional atau lapangan dibayarkan pajak dan perizinannya
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya 25 unit 25.000.000( Kegiatan Rutin
yang dipelihara
Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan Jumlah Gedung kantor dan bangunan 1 unit 1.000.000.000| Kegiatan Rutin
bangunan lainnya lainnya yang dipelihara / direhabilitasi
Program Peningkatan Ketentraman dan
ketertiban Umum
Penanganan Gangguan Ketentraman dan Persentase penyelesaian gangguan 7.704.000.000
ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah ketentraman dan ketertiban Umum
Kabupaten / Kota
Pencegahan gangguan ketentraman dan Jumlah kasus gangguan ketentraman 12 Laporan 4.004.000.000( Kegiatan Rutin
ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dan ketertiban umum melalui deteksi
dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan dini dan cegah dini, pembinaan dan
patroli, pengamanan dan pengawalan penyuluhan, pelaksanaan patroli,
pengamanan dan pengawalan
Penindakan atas gangguan ketentraman dan Jumlah kasus gangguan ketentraman 12 Laporan 400.000.000| Kegatan Rutin

ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada
melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa
dan kerusuhan massa

dan ketertiban umum berdasarkan
Perda dan Perkada melalui penertiban
dan penanganan unjuk rasa dan
kerusuhan massa yang dilakukan

penindakan
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Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 1 dokumen 1.000.000.000| Kegiatan Rutin
ketertiban serta perlindungan masyarakat tingkat koordinasi penyelenggaraan
kabupaten / kota katentraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat tingkat
kabupaten / kota
Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam Jumlah dokumen yang memuat hasil 1 dokumen 300.000.000| Kegiatan Rutin
rangka ketentraman dan ketertiban umum pemberdayaan perlindungan
masyarakat dalam rangka ketentraman
dan ketertiban umum
Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Jumlah SDM Satpol PP dan Satlinmas 201 Orang 2.000.000.000| Kegiatan Rutin
Satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang ditingkatkan kapasitasnya
yang bernuanza hak azasi manusia
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Persentase Penuntasan Pelanggaran 550.000.000
Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota Perda dan Perkada
Pengawasan atas kepatuhan terhadap Jumlah laporan hasil pelaksanaan 12 laporan 200.000.000| Kegiatan Rutin
pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan pengawasan yang dilakukan atas
Bupati / Walikota kepatuhan terhadap pelaksanaan
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
/ Walikota
Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah Jumlah laporan pelaksanaan 12 laporan 300.000.000| Kegiatan Rutin
dan Peraturan Bupati / Walikota penanganan atas pelanggaran
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
yang dapat ditangani sesuai SOP
Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan Jurnlah laporan hasil pelaksanaan 3 laporan 50.000.000| Kegiatan Rutin
peraturan Bupati / Walikota sosialisasi penegakan Perda dan
Perkada kepada masyarakat /
kelompok masyarakat / pelaku usaha
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Jumlah PPNS yang mendapatkan 121.000.000
(PPNS) pembinaan
Pengembangan kapasitas dan karier PPNS Jumlah laporan hasil pelaksanaan 2 laporan 121.000.000| Kegiatan Rutin

peningkatan kapasitas Pejabat PPNS
dalam mendukung penyelenggaraan
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Program Pencegahan, Penanggulangan,
Penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan
Non Kebakaran
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Persentase penanganan kebakaran 7.750.000.000
Penyelamatan, dan Penanganan Bahan pemukiman
Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam
Daerah Kabupaten / Kota
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Jumlah sarana dan prasarana yang 20 Unit 6.200.000.000| Kegiatan Rutin
Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung tersedia untuk pencegahan dan
Diri penanggulangan kebakaran, serta alat

pelindung diri sesuai standar teknik

terkait
Pencegah kebakaran dalam daerah Kabupaten / Jumlah dokumen NSPM pencegahan / 1 dokumen 50.000.000| Kegiatan Rutin
Kota penanggulangan kebakaran dalam

daerah Kab/Kota setaip tahunnya
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Jumlah laporan hasil pelaksanaan 12 laporan 1.500.000.000| Kegiatan Rutin
Daerah Kabupaten / Kota kegiatan kesiapsiagaan petugas piket

dan pemadaman kebakaran dalam

daerah kabupaten / kota
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